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ABSTRAKSI

Judul Tesis : PENERAPAN KONSEP SYIRKAH  DIBIDANG
TRANSPORTASI : Analisa Kerjasama Pengusaha
Angkutan  Kendaraan Jalan Raya di  Kota
Samarinda Kalimantan Timur.

Oleh : Yanuar Syam, S.Ag

Diajukan kepada : Program  Pascasarjana Magister Studi Islam  (MSI)
Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Tahun = 2002,

Sarana angkutan kendaraan jalan raya merupakan faktor penting dalam
mewujudkan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini tentunya tidak hanya
dirasakan oleh penduduk Kota Samarinda yang berjumlah 521.619 jiwa, akan tetapi
dirasakan pula manfaatnya bagi masyarakat Indonesia bahkan segenap "aktifis" ekonomi
dunia.

angkutan kendaraan jalan raya yang

gsakan perlu, baik berupa bantuan
| "mengejutkan”, jika kemudian
erger perusahaan yang bergerak
ak langsung menjadi kegelisahan
ntuk mengkaji dan memaparkan

Untuk menunjang pe
optimal, kiranya campur tanga
material maupun finansial. 007 aklah
pemerintah turut memberikan dukKungantgaelal
dibidang transportasi. Melihat pernyataan in

Kota Samarinda, selanjutnya peneli 3 "'E'-L" ompar351kan temuan di lapangan

dengan konsep syirkah (kerjasamay " ekonomi Islam.

Adapun jumlah populasi dari skutan kota di Samarinda sebanyak
33 orang, dimana peneliti mengambll 5 orang pengusaha yang mengadakan kerjasama
dan memiliki k peneliti gunakan
dalam penentuan anjutnya peneliti
menggunakan metode peneh tanf eng dekatan etnographik. Dalam
metode ini, lebih spesifiknya p penelitian multi case studies

yang merupakan bagian dari pendekatan eﬂmgraph edangkan dalam tehnik analisa
data, peneliti menggunakan [dra~ta data selama peneliti di
lapangan dan analisa data setelab cliti penelitian. Kemudian
peneliti melakukan reduksi data, pcnyajlan hmgga pcnankan kesimpulan.

Metodologi penelitian di atas, digunakan untuk memudahkan peneliti dalam
mengkaji, menganalisa dan membuat komparasi antara kerjasama pengusaha angkutan
kendaraan jalan raya di Kota Samarinda dengan konsep syirkah (kerjasama) dalam
sistem ekonomi Islam.

Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapatnya tittkk temu antara kerjasama
yang diterapkan selama ini dengan konsep syirkah. Hal ini terindikasikan melalui adanya
penggunaan hak kelola (franchise) yang dikeluarkan oleh pengusaha angkutan kendaraan
jalan raya di Kota Samarinda kepada pemilik kendaraan. Secara tidak langsung, hal
tersebut berimplikasi pada tidak tcx]admya pembagian keuntungan dan kerugian dalam
kerjasama yang diterapkan selama ini. Sementara dalam syirkah (kerjasama dalam
sistem ekonomi Islam), pembagian keuntungan dan kerugian atau yang sering
diistilahkan dengan loss and profit sharing merupakan salah satu syarat terbentuknya

syirkah.




THE APPLICATION OF SYIRKAH CONCEPT IN
TRANSPORTATION SECTOR:
The Analyze of Highway Vehicle Transportation Entrepreneur Corporation
In Samarinda Kalimantan Timur

Abstract:
By Yanuar Syam, S.Ag

In the mean of highway vehicle transportation is the important factor to
create expand and ecomonic growth. The thing is no felt only but the Samarinda’s
people have amount 521.619 people, but Indonesian’s people have felt too even
all of word economic “activity”.

To supported form of the highway vehicle transportation be optimum, the
intervene of government have necessary, by material of financial. So not
“surprise”, if then the government|give./support by corporation merger in
transportation sector. From thig’statement, indirect be academic worried by
researcher, that the research have-suppérted to investigate and explain the” form of
corporation that applicate by thighway vehicle transportion entrepreneur in
Samarinda city, then the researcher“tries to”comparable the finding in field by
syirkah concept (corporation) in Islam economic system.

The amount population; of vehicle “transportation entreprenuver in
Samarinda are 33 people, that-the-r¢Searcher-took 5 entreprenuer have done
corporation and have vehicle as'target populant, and the technique has researcher
done in this sample determinant have characteristic sampling purposive. Then the
researcher use research qualitative metode by etno-graphic approach. In this
metode, specifically the researchern use research.design studies-multi case that the
part of etnographic approach. While in the data analyze technique, the researcher
use two step analyze, like; datd analyze during the researcher in field and data
analyze after the researcher leavethe-research' fi€ld: Then the researcher do data
reduction, presentation to make.conclusion.

The research methadology jabove, tse¢ “for fease the researcher in
investigate, analyze and make compare between highway vehicle transportation
antrepreneur corporation in Samarinda city and syirkah concept (corporation) in
[slam economic system.

The result of this research indicate that no point of meet between
sorporation that applied during this time with syirkah concept. The thing is
indicate by using management right (franchise) that made by vehicle owner.
[ndirect, that is implicate no share of profit and loss in corporation that implied
during this time. At the same time in syirkah (corporation in Islam economic
system), the sharing of profit and loss usually technical term by loss and profit
sharing is one of condition 1o formed syirkah.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan menteri Pendidikan &
Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987
tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Nama Huruf Latin Keterangan
Arab

( alif - Tidak dilambangkan

o ba’ b -

o ta’ t <

& sa’ S sdengan titik di atasnya

z jim j -

z ha’ h / dengan titik di bawahnya

& kha’ kh -

3 dal d -

3 zal Z 2dengan titik di atasny%‘cl

5 ra’ r -

3 za’ z -

o sin 5 -

& syin sy -

o2 sgd s s dengan titik di baMya




Huruf Nama Huruf Latin Keterangan
Arab
o dad d d dengan titik di bawahnya
L ta’ t t dengan titik di bawahnya
L za’ z z dengan titik di bawahnya
& ‘ain ¢ Koma terbalik
¢ gain g -
o fa’ f) -
3 qaf q -
4 kaf k -
J lam | -
; mim m -
o nun n -
P wawu W -
a ha’ h -
& Hamzah Apostrof, tetapi lambang ini tidak
: dipergunakan untuk hamzah di awal kata.
% ya’ Y -




Konsonan Rangkap
Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap
Gaend ditulis Ahmadiyyah
Ta’> Marbutah di Akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis &, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap
menjadi bahasa Indonesia, seperti sa/af, zakat dan sebagainya.
ielar  ditulis jama’afr.
2. Bila dihidupkan ditulis ¢
WVl S ditulis karamatul-awsya
Vokal pendek
Fathah ditulis &, kasrah ditulis|4-dan dammah ditulis 2.
Yokal panjang
A panjang ditulis g, / panjang ditulis 7, # panjang ditulis », masing-masing dengan
tanda hubung (—)\diatasnya.
Fathah + ya’ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis @i, dan fathah + wawu mati
ditulis au.
Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan .dengan
aposfrof ().
p—“Jﬁ ditulis'a ‘antum.

Cide ditulis mu¢ ‘annas.



H.

Kata sandang Alim + Lam.
1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis a/-

ol ditulis AI-Qur ‘an.
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyyah yang

mengikutinya.
2)|  ditulis asy-Syi'ah.

Huruf besar
Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.
Kata dalam Frasa dan Kalimat.
1. Ditulis kata perkata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau gengucapannyadalam rangkaian tersebut.

pFlsr  ditulis Syaikloal-Islantatau Syaikhul Islam.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Dalam kegiatan ekonomi dewasa ini, banyak muncul berbagai pilihan
bagi seseorang untuk mengembangkan usabanya. Hal tersebut merupakan
kemudahan tersendiri bagi orang yang ingin beraktifitas dalam berbagai kegiatan
ckonomi yang ada. Tentunya kesemua itu kembali pada bagaimana seseorang
yang ingin beraktifitas dalam kegiatan €ékonomi itu memposisikan dirinya.

Adapun ciri khas konsep pefsaudaraan-Islami dibidang ckonomi terletak
dalam kenyataan bahwa Islam' mengenyabkan, semua kegiatan ekonomi anti
sosial yang tidak mendorong pada kesgjahiteraan.bersama. Disamping itu, dalam
melaksanakan kegiatan ekonomi| yapg -$ah, | ditekankan bahwa semua kontrak
(baik itu berjumlah besar ataupun kecil) harus dinyatakan secara tertulis dengan
menguraikan semua’Syarat yang disetijui secarajujur.'

Uraian di atas, mengingatkan. kembali kepada kita dimana dalam prinsip
ekonomi Islam, tujuan yang ingid di) ¢apail-adalab.tidak’ beredamya kekayaan di
kalangan tertentu saja. Sehingga distribusi kekayaan yang dimiliki negara dapat

tersebar secara merata.

! Muhammad Abdul Mannin, Ekenomi Islam : Teori dan Praltek, alih bahasa Nastangin,
(Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993), h. 341,



Dalam prakteknya, setiap bentuk usaha yang dilakukan hendaknya
ditekankan pada terciptanya kerjasama dan kegotongroyongan. Semakm besar
suatu pengelolaan perusahaan maka akan semakin membutuhkan modal yang
banyak serta tenaga-tenaga ahli yang terampil >

Kiranya tidaklah berlebihan apabila dikemukakan bahwa betapa prinsip
syirkah memegang peranan penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.
Disamping itu banyak pula ajarafi,Jslam (baca : Al-Qur’n) yang mengajarkan
kepada kita akan perlunya tolong mer@longsesama manusia dalam mengelola
“kekayaan” alam dan negara yang ada.

[slam tidak hacnya membenarkan, bentuk |kerjasama, melainkan juga
memberikan dorongan dan pengdrahan agarkerjasama ini sesuai dengan garis
besar iman dan taqwa serta diberkahi dan diridoi Allah SWT.?

Seiring denPan pemyataan @i atas, senng kali dikeffiikakan babwa
prinsip yang paling pokok daristata.sosial=Jslam/ adalah penciptaan keadilan
ckonomi. Dimana keadilan 'ekonémi) niengimplikasikan/ perwujndan sejumlah
tujuan yang utama,  Setiap orang harus berpartisipasi dan memberikan
stmbangan untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang

bergantung padanya.  Untuk selanjutmya, peluang-peluang ekomomi harus

2 Hamzsh Ya'qub, Kode Etik Dagang Menurit Islam : Pola Pembinaan Hidup Dalom
Berekonomi, Cet, Ke 11, (Bandung : CV. Diponagoro, 1992), h, 259.

3 Lihat fBid , h. 260.



terbuka bagi partisipasi setiap orang. Jika individu diharuskan kreatif dan
imajinatif, maka masyarakat secara kolektif harus mendukung,’

Diantara bentuk usaha yang membutuhkan landasan pada prinsip
kerjasama adalah : jasa angkutan kota (yang akan menjadi pokok pembahasan
dalam tesis ini). Perusahaan angkutan bermotor atau angkutan jalan raya, pada
dasarnya terdiri dad pengusaha yang struktur organisasinya masih bersifat
informal, dimana sebagian besar(pimpinad dan karyawannya masih mempunyai
hubungan keluarga. Demikian pula bagi unitiusaha dengan bentuk badan hukum
PT (Perseroan Terbatas) yang lebilil bersifatffertutip |dan sistem manajemen yang
diterapkan masih belum profesional>

Lebih lanjut dikemukakan bahwa; “dibéberapa kota yang mengusahakan
jasa angkutan dalam bentuk koperasi, pada umumnya diselenggarakan dengan
manajemen yang semii profesional défigan bentuk organisasi ‘secdra formal, baik
bagi koperasi yang merupakans.gabungafr—dar \beberapa pengusaha maupun
gabungan dari para pengemudi atau kének ®

Uraian di atas, menurut hemat peneliti tidaklah dapat dikategorikan

mutlak berlaku bagi semua perusahaan yang bergerak di bidang transportasi. Hal

4 Rusli Kariem (Ed), Berbagai Aspek Ekonomi Islam, (Yogyakarta : Tiara Wacana

Bekerjasama dengan P3EI U1l 1992), h. 19.

5 HM.N. Nasution, Manajemen Transportasi, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1996), h. 43.

Untuk jelasnya mengenai pembshasan perusehaan yang bergerak di bidang transportasi hihat dan
perhatikan uraian tentang perusahaan yang bergerak di bidang transportasi pada bagian lain (Bab II}
Tesis ini,

SLihatIbid,



mi berdasarkan pada asumsi peneliti bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi turut mempengaruhi kinerja sebuah perusahaan.

Adapun di daerah Kalimantan Timur, jumlah kendaraan bermotor yang
wajib uji (termasuk diantaranya angkutan kota) pada Tabun 2000, sebanyak :
28.628 unit kendaraan. Sementara itu, jumlah armada angkutan kota di
Samarinda (yang akan menjadi tempat pepelitian nantinya), berjumlah : 6.389
wnit kendaraan. ’

Selain dari uraian diatas, perlu juga penulis tambahkan dalam kajian ini,
mengenai jumlah pengelola atau peémgusaba aggkutan kota tersebut (yang pada
umumnya berbentuk koperasi; meskipun adapula yang mengelola usaha
transportasi tersebut secara pergrangan).-Adgpun jumlah pengelola angkutan kota
(dalam bentuk koperasi) di kota Samarinda, hingga talun 2001 ini tercatat : 17
buah koperasi angkattan kota.®

Data diatas menumjiikkan besamya \minat pengelola atau pengusaha
angkutan kota ° untuknmensadaken, kerjasama dalam mengembangkan usahanya

" Lihat Kalimantan Timur Dalam Angka : 2000, kerjasama BAPPEDA Propinsi
Kalimantan Timur dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur, tt, h. 291.

® Untuk jelasnya Fhat Daflar Perusahaan dan Jumlah Armada Angkutan Kota dalam
Daerah Kota Samarinda, sumber data : Buku Anglartan, DLLAJ Kota Samarinda, 2001.

® Seringkali peneliti menggunakan istilah pengusaha maupun perusabasn yang bergerak
dibidang angkutan kota dengan istilah pengusaha atau perusahasn angkutan kendaraan jalan raya serta
istilah pengusaha atau perusahaan yang bergerak dibidang transportasi, namm kesemua istilah tersebut
lebih merujuk pada pengusaha atau perusahaan yang bergerak dibidang angkutan kota. Adapun definisi
angkutan kota adalah : angkutan dari suatu kawasan lain yang terletak dalam dua atan lebih wilayah
kota dan kabupaten yang berdekatan dan merupakan satu kesatuan ekonomi dan sosial dengan
mengunakan mobil bus wmum atau mobil penumpang yang menggunakan trayek tetap dan teratur serta
mempunyai sifat pefjalanan ulang alik (komuter). Lihat Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 7 tahun
2001 tentang Izn Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Bermotor dalam
Daeralt Kota Samarinda, (Samarinda : tnp., 2001), h. 3.



tersebut di bidang ekonomi (sebatas bentuk koperasi angkutan kota). Selain dari
Jatar belakang masalah di atas, peneliti coba mengungkap kembali bagaimana
konsep kerjasama yang selama ini berlaku bagi perusahaan yang mengelola
usaha transportasi. Selanjutnya peneliti mencoba mencari “titik temu” antara
kerjasama yang telah diterapkan dengan konmsep syirkah (kerjasama) dalam

sistem ekonomi Islam.

. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah; yang, akan’ di” tela’ah dalam penelitian ini
adalah penerapan konsep syirkah (kefjasama) Jstam dibidang transportasi,
khususnya perusahaan anglatan/ jalan|fraya | di*/$amarinda.  Karena fokus
penelitian ini berkemaan dengan konsep syirkah, maka rumusan masalahnya
secara umum ialah “Bagaitand/pelaksanaan sistém kerjasamawpada perusahaan
transportasi yang dimaksud, ditinjatrydari sydrifah Islam ?. Agar lebih sistematis,
penulis merincinya sebagai beftkit™
1. Bagaimana pengusaha transportasi angkutan jalan raya di Samarinda

menerapkan bentuk kerjasama pada perusahaannya ?.
2. Bagaimana komparasi kerjasama yang telah diterapkan selama ini jika ditinjau

dari sudut pandang syirkah (kerjasama) dalam sistem ekonomi Islam 7.



C. Tujuan dan manfaat penelitian
Peneliian ini bertujuan; untuk mengkaji konsep syirkah (kerjasama)
Islam dan untuk menelaah sistem kerjasama pengusaha angkutan jalan raya yang
telah diterapkan selama ini.
Selain itu, penelitian ini diharapkan bermanfa’at dalam memberikan
kontribusi bagi umat Islam, khususnya di Kota Samarinda dan sekitarnya, guna
perkembangan usaha transportasi, disamping” tenfuhya sesuai dengan syari'ah

Islam.

D. Telaah Pustaka

Telah banyak karya tdlis”|yang~ membahas tentang pengembangan
ckonomi Islam, diantara karya ilmiah tersebut sebagaimana yang akan peneliti
kemukakan berikut “ifii, yaitu;, Disertasi Iwan™Triyuwoéno ‘betjudul Shari’ate
Organisation and Accounting :| The Reflections of Self’s Faith and Knowledge,
dialih-bahasakan dengan Qrganisesi dam Akuntdnsi | Syari’ah, yang disusun
pada talun 1995. Dalam disertasi ini banyak dikupas mengenai konsep akuntansi
“bart” melalui pendekatan hukum Islam, untuk melihat aspek-aspek sosial dan
etika yang tidak merugikan manusia sebagai pelaku ekonomi itu sendiri. Hal ini
berdasarkan pada konsern penulis yang mengacu pada asumsi bahwa
pengetahuan akuntansi perlu mengalami perubahan, karena dalam kenyataannya



pengetahuan akuntansi telah menjadi kebijakan yang didasari kepentingan
kapitalis tanpa melihat norma-norma. "

Diantara peneliian yang membahas masalah kemitra-usahaan di
Samarinda, sebagaimana yang dilakukan oleh Budi Siswoyo yang berjudul Suatu
Tinjauan Téntang Pelaksanaan Program Pola Kemitrausahaan di Kotamadya
Samarinda. Hasil Penelitian yang ditulis pada tahun 1998 ini, mengambil sampel
51 pengusaha kecil di Daerah Tk) I Samarinda; yang di ambil secara sensus
disebabkan jumlah populasinya yangterbatas:

Hasil penelitan di atas] menusijukkanm bahwa, pada kenyataannya
pelaksanaan kemitrausahaan dari “pengusaha kecil |seperti vang telah peneliti
kemukakan di atas belum efektif ' dan efisien.“Hal ini dikarenakan masih
banyaknya pengusaha besar, yang belum menyalurkan kemitrausahaan. Selain itu
sumberdaya manusia yang ada, kurang mendukung program pola kemitraan
usaha karena terbatasnya tenaga-tefiaga teravipil dan térdidik. "

Sedangkan penelitiag yang(lebih menifokuskan télaah pada sistem bagi
hasil, diantaranya ditulis oleh Anne Marie Peter August Scheltema dengan judul
Deelbouw in Nederlandsch-Indie yang dialih-bahasakan oleh Marwan menjadi
Bagi Hasil di Hindia Belanda. Disertasi yang dipublikasikan pada talum 1931

ini banyak memberikan gambaran bagi hasil, batk ditinjan dari sudut pandang

10 1ihat Twan Triyuwono, Organisasi dan Akuntansi Syari’ah, disertasi doktor, Australia :
University of Wollongong, 1995.

1 Yihat Budi Siswoyo, Suatu Timjeuan Tentang Pelaksanaan Program Pola Kemitra-
uschann di Kotamadya Samarinda, Skripsi, Samarinda : Universitas Mulawarman, 1998.



sejarah, ekonomi maupun segi sosial. Termasuk pula dalam kajian disertasi ini
tentang pembahasan bagi hasil di daerah Hindia Belanda (Baca : Kepulauan
Nusantara — pen.), seperti : Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Sulawesi
Selatan, Jawa dan Madura serta masih banyak lagi daerah lainnya yang menjadi
“lokasi” penelitian dalam disertasi ini, hingga ke wilayah timur Nusantara. '

Scheltema dalam disertasinya mengemukakan teori bahwa bagi hasil
(yang bagi penulis lebih mengacu, dibidang pertanian) pada hakikatnya dilihat
sebagai pemanfaatan tanah dan penggarap dalam swatu hubungan tertentu. Dalam
artian, hubungan tersebut tidak semiata-mata bersifat hukum. Lebih jauh penulis
mengemukakan baliwa apabila | hubungan| tersebut dicirikan dengan suatu
transaksi atau perjamjian yang meélibatkan-uang, ‘maka tidaklab dapat dikatakan
telah terjadi bagi hasil Selain itu sangat disayangkan sekali jika kemudian
penulis hanya menyentuh sedikit” sekali"pembahasan yang menyafigkut bagi hasil
dalam perspektif Islam.

Adapun laporan | penehiian( lainnya' yang “terkait/eérat dengan masalah
transportasi, sebagaimana disusun oleh Michael (dkk.) dengam judul Semudi
Komparatif Pendapatan Sopir Bus dan Anghutan Kota di Kotamadya

Balikpapan, laporan penelitian ini disusun pada tabun 1994."

12 Ame Marie Peter August Scheltema, Bagi Hasil di Hindia Belanda, disertasi doktor, alih
bahasa Marwan, ttp. : tp., 1985,

B Michael (dkk.) — peny, Studi Komparatif Pendapatan Sopir Bus dan Angkutan Kofa di
Kotamadya Balikpapan, Laporan Penelittan, Samarinda : Lembaga Peneliizn Universitas
Mulawarman, 1994.



Laporan penelitian yang dibiayai oleh Proyek Operast dan Perawatan
Fasilitas Pergwruan Tinggi Universitas Mulawarman tersebut mengemukakan
hasil penelitian yang menyatakan bahwa, ada perbedaan yang highly significant
antara besarnya pendapatan yang diterima sopir bus dan sopir angkutan kota.
Pendapatan sopir bus jauh lebih besar dibanding pendapatan sopir angkutan kota,
sedangkan mengenai distribusinya, terlihat bahwa ketidak-merataannya adalah
rendah, dalam strata sopir (sesama Sopir bils) Tiatpun dntara strata sopir.

Pencliian yang juga membalias masalall |transportasi angkutan jalan
raya naomm mengambil wilayah i penelihan®di Kota Samarinda, diantaranya;
Skripsi Muhammad Kamadi yang-berjudul| Swati Tinfauan Tentang Disiplin
Pengemudi Anghutan Kota dalant Berlali Lintas di Kotamadya Samarinda.*

Skripst yang ditulis pada tahun 1998 ini menghasilkan beberapa
kesimpulan, diantarafiya; ‘dalam “hal'" perlefigkapan “surat-Sufat kendaraan
pengemudi angkutan kota dinifai, Baik, déngan/ idikatornya berupa ketepatan
wakiu memperbaharui STNK | (Sturdt Tanda Nomor, Kendaraan) maupun SIM
(Surat Izin Mengemudi) yang berakhir masa berlakunya. Selain itu, ketaatan
mematuhi rambu-rambu lalu lintas bagi pengemudi maupun kesadaran mematuhi
standar kecepatan dalam mengendarai kendaraan juga dinilai cukup baik.

¥ Muhammad Kamadi, Suatu Tinjauan Tentang Disiplin Pengemudi Angkutan Kota
dalam Berlalu Lintas di Ketamadya Samarinda, skripsi, Samarinda : Universitas Mulawarman, 15992
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Ali Sadli, dalam skripsinya yang berjudul Swatu Tinjuan Tentang
Perencanaan Lalu Lintas Jalan di Kotamadya Samarinda,” banyak
memberikan gambaran tentang peranan perencanaan lalu lintas jalan terhadap
tingkat kemacetan lalu lintas disamping faktor-faktor yang menghambat
perencanaan Jalu lintas jalan raya tersebut. Penelitian yang bersifat sensus (dari
tahun 1995 sampai dengan 1997) ini, akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa
peningkatan jaringan jalan raya di Kota”S#marinda tidak sebanding dengan laju
pertumbuhan kendaraan bermotor. | Selainfitt, penulis juga mengemukakan bahwa
satuan ruang parkir di Samarinda masih belimderencana dengan baik.

Dari penelitian-penelitian “diatas, ‘penulis. belum melihat tersentuhnya
penelitian tentang transportasi angKutan jalan’ raya yang terfokus pada penerapan
konsep syirkah (kerjasama) Islam bagi pengusaha angkutan jalan raya tersebut.
QOleh sebab itu, penelitian int' penting;~karena berupaya; ‘Pertamiz; melacak dan
menganalisa konsep syirkah Islam) (bersifat=teoritiS)) dan penerapannya bagi
pengusaha transportasi | anigkutan ) jalan) “saya--(bessifat / empiris). Kedua,
mengetahui komparasi kerjasama yang telah diterapkan selama ini ditinjau dari

sudut pandang syirkah (kerjasama) dalam sistern ekonomi Islam.

5 Al Sadli Suatu Tinjuan Tentang Perencanaan Lalu Lintas Jalan di Kotamadya
Samarinda, skripsi, Samarinda : Universitas Mulawarman, 1998.
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E. Kerangka Teorn

Pada dasamya kerjasama mengindikasikan adanya hubungan dua pihak
atau lebih yang saling berinteraksi. Prof. S. Pamudji dalam tulisannya Kerjasama
Antar Daerah dalam Rangka Pembinaan Wilayah mengemukakan bahwa
kerjasama haruslah mencakup tiga komponen utama yang saling terkait, yaitu,
unsur doa pihak atan lebil, unsur interaksi dan unsur tujuan bersama yang
hendak dicapai.'s

Kemitraan usaha (kerjasama) 'dam pembagian hasil telah pula
dipraktekkan oleh Rasulullah |[SAWjipdimwana “para sahabat terlath dan
mematuhinya dalam menjalankan “beberapa| dari tmetode tersebut, suatn fakta
bahwa hal ini telah menjadi buktiyang “terpenting| untuk melegitimasi metode
tersebut."”

Apabila salalisatu dan ‘ketiga~komponen” tersebat telah=terlepas, maka
dapat dianggap bahwa dalam suatu_*hubungan® tidak terdapat kerjasama. Hal ini
berdasarkan pada pemyataan| penulis\yang mengemukakan bahwa kerjasama
sepantiasa menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi itu pada posisi yang
seimbang, serasi dan selaras. Lebih jauh coba penelii analogikan, bahwa
kerugian dan keuntungan dalam suatu kerjasama tentunya merupakan hal penting

yang senantiasa harus terus diperhatikan.

16 Lihat Pamudji, Kerjasama Antar Daerah dalam Rangka Pembinaan Wilayah : Suatu
Tinjauan dari Segi Administrasi Negara, cet. 2, (Jekarta ; Bina Aksara, 1985), h. 12-13.

7 Muhammad Nejatullah Shiddiq, Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam,
alih bahasa Fakhriyah Mumthani, (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), h. 5.
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Senada dengan uraian di atas, Udai Pareek mengemukakan bahwa
“porma-norma” yang ada dalam suati kelompok mempunyai pengaruh kuat
terhadap perilaku anggotanya dan mungkin dapat meningkatkan maupun
mengurangi motivasi. Lebih jauh diilustrasikan bahwa seorang anggota yang
tendah motivasi pergaulannya dapat saja menjadi “muak™ dalam suatu kelompok
dan cenderung untuk bersaing. Akan tetapi, jika norma-norma kerjasama dalam
kelompok itu tinggi, maka pada waktimya motivasi| seseorang dalam pergaulan
juga akan meningkat.'®

Terdapat sedikit perbedaan) cirfdmaupin definisi antara syirkah (baca :
kejasama) dengan bagi hasil. Hal“ini peneliti kemnkakan berdasarkan ciri bagi
hasil seperti dikemukakan oleh Scheltema'yang menyatakan, bahwa ciri penting
dari bagi hasil tetap berlakunya peratran dimana hasil bruto (bukan hasil petto)
dibagi seimbang antatapemilik tanah dawpenggarap:

Selanjutnya Scheltema kembali_membedakan| antara definisi bagi hasil
dengan bagi usaha, dimana, id mengemukakan..babwa bagi hasil ialah bentuk
penggunaan, dimana yang menyewakan suatu usaha (misalnya : pertanian) turut
mendapatkan bagian dari penghasilan bruto memmut perbandingan tertentu.

Sedangkan bagi usaha, jika ditinjau dari segi hukum ataupun sudut pandang

18 {ihat Udai Pareck, Perilaku Organisasi : Pedoman ke Arah Pemaliaman Proses
Konutnikasi Antar Pribadi dan Motivasi Kerja, Cet. Ketiga, (Jakarta ; Ikrar Mandiriabadi, 1996), h.
196-197.

¥ Untuk jelasnya lihat Anne Marie Peter August Scheltema, Bagi Hasid di Hindia
Belanda..., h. 2. Senada dengsm uraizn di atas, Gnunberg — sebagaimana dikutip oleh Scheltema —
mengemukakan, bahwa tidaklah mungkin umtuk menempatkan bentuk bagi hasil yang bamyak dan
berbeda-beda itu di bawah satu rumus hukum dan ekonomi. Lihat pula, Jbid.,
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ekonomi, dapat berupa perjanjian upah atau suatu bentuk perseroan, hanya saja
pada bagi hasil masih dapat ditambahkan dengan perjanjian-perjanjian sewa.”
Adapun kerjasama atau syirkah dalam sistem ekonomi Islam, lebih
banyak bersandarkan pada terjadinya akad antara kedua belah pihak atan lebih.
Dimana keuotmgan dan kerugian atau yang sering diistifahkan dengan Lost and
Profit Sharing menjadi perhatian yang diutamakan *'
Sedangkan dalil-dalil Nagll yang ‘membahas tentang kerjasama ini,
diantaranya ialah Firman Allah yang berbimyi :
Cu D ) Gl (o | st LI a8 ",
en Laldlh g crlad Lall § glas 9§ sia ]

“..Dan sesungguhnya .. kebanyakan ,_dari orang-orang yang
berserikat itu sebagian mereka) berbuat\ zalim kepada sebagian yang
lainnya, kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan amal shaleh
: dan amat sedikitlah mereka ini. .2

Azhar Basyir mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk sosial
yang mana dalam hidupnya harus melaksanakan ‘kefjasama dan tolong menolong
sesuai kedudukannya sebagai, makhluk /berkehormatan) | Karena kerjasama antar

umat manusia dapat dipupuk dan dikembangkan >

% Lebih lmjut Scheltema memberikan contoh, yaitu : menuai saja belum berarti pertanian,
demikian pula dengan menyabit, dengan bayaran sebagian dan hasil panen tidaklzh dapat disebut
dengan bagi hasil. Untuk jelasnya, lthat Ibid.,, h. 2 dan 20.

1 Unuk jelasnya mengenai pembahasan temtang syirkah, lihat dan  perhatikan
pembahasanmiya pada Bab T tentang syirkah.

Z { jhat QS. Sad (38) : 24.

B Lihat pula Ahmad Azhar Basyir, Garis-garis Besar Sistemt Ekonomi Islarm (Edisi
Revisi), (Yogyakarta; Bagizn Penerbitan FE-UGM, 1981), h. 83.
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Dalam prakteknya, setiap bentuk usaha yang dilakukan hendaknya
ditekankan pada terciptanya kerjasama dan kegotong royongan. Semakin besar sustu
pengelolaan perusahaan maka akan semakin membutubkan modal yang banyak serta
tenaga-tenaga ahli yang terampil **

Pada umumnya, suatu bentuk kerjasama yang dilakukan umat Islam
hendaklah berlandaskan pada suatu sistem kerjasama sebagaimana yang telah
ditetapkan. Hal tersebut sebagaimana firman Allah yang berbunyi :

bees S8 5 Ao Y gig Ty,

.. Hendaklah kalian saling_ toleng | menolong dalam kebaikan dan

ketagwaan...”.

Selain itu, baginda Rasulullah SAW telah memberikan gambaran kerjasama
sebagaimana vang beliau terapkan ketikd “menjalankan perdagangan Khadijah
dengan kejuyjuran dan kemampuannya) disaat) belimi) berumur 12 talun. Melalui
“cara” perdagangannya tersebut, beliau memperoleh keuntungan yang lebih banyak
daripada keuntungan yang diperolel orang-ain.*®

Selanjutnya, berdasarkan | fememiena yéng terlibat dari perbedaan-perbedaan
definisi maupun macam tentang pembahasan bagi.hasil;, bagi nusaha ataupm syirkah
—sebagaimana yang telah penehiti kemukakan di atas— maka peneliti tertarik untuk
mengangkat kembali pembahasan tersebut kepermukaan, kbususnya yang terkait
dengan bidang transportasi yang menjadi elemen penting guna menunjang

perkembangan ekonomi.

** Hamzsh Ya'qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam : Pola Pembinaan Hidup Dalam
Berekonomi, Cet KeII, (Bandung; CV. Diponegoro, 1992), h. 259.

B Lihat QS. ALMaidal (5) : 2.

% Lihat Muhammad Husain Haekal, Sejarak Hidup Muhammad, Cet 25, alih bahasa Ali
Audsh, (Jakarta : PT. Pustska Litera AntarNusa, 2001), h 63-64.
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F. Metodologi Penelitian
1. Lokasi Penelitian

Sebelum mengemukakan lokasi penelitian, kiranya perlu peneliti
kemukakan pula pambaran singkat mengenai jumlah Kota dan Kabupaten
yang ada di Kalimantan Timur, dimana Kota dan Kabupaten tersebut terdiri
dari 12 bagian, yaitu : Pasir, Kutai Barat, Kutai Induk, Kutai Timur, Berau,
Malinau, Bulungan, Nunukan, 'Balikpapan, | Samarinda, Tarakan dan
Bontang.”’

Dari 12 Kota dan Kabupatenqtérsebllt, yang akan menjadi lokasi
penelitian ini adalah Kota Samérinda. /Adapun yang menjadi alasan dipilihnya
kota tersebut, ialah :

a. Dacrah tersebut merupakan ibu kota propinsi, yang dengan sendirinya
peneliti  mengharapkan’ tidak “terjadinya™kesulitan-kesulitan yang dapat
menghambat peneliti dalam mefgumpulkan datasyang peneliti perlukan.

b. Daerah tersebut | mierupakan(” daerah |.yang..sangdt\ “potensial” untuk
mengembangkan usaha ftransportasi. Mengingat, dari daerah tersebutlah
segala sarana transportasi berpusat, dalam artian untuk trayek ke segala

“jurusan” antar daerah maupun kabupaten terdapat di Samarinda.

2 Lihat Kalimantan..., h. 7.
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c. Peneliti sudah cukup lama mengenal kota tersebut, sehingga memudahkan
peneliti dalam memabami kondisi dan keadaan masyarakat setempat,
khususnya dibidang transportasi.

d. Bahasa yang digunakan masyarakat setempat mudah di pahami oleh
peneliti, hal tersebut secara tidak langsung memudahkan peneliti untuk
menggali data-data yang diperlukan.

2. Pendekatan Penelitian
Adapun metodologi |yang, “pemelty gumakan dalam penpelitian ini
adalah metode penelitian kualitatif. Selamjutnyanpeneliti menggunakan desain
peneliian multi case studiesO yang /merupakan bagian dari pendekatan
ethnographik. Dimana pendekatan) emographik “ini tercakup dalam metode
penelitian kualitatif >

Untuk jelasnya dapat peneliti gambarkan dalam skema dibawah ini :

Gambarr 1 / Desain Studi Kasus
Metodolegi Dresain Multi Case
Penelitian Studies
' Kualitatif
Desain Multi Site
Studies

# Lihat Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi TV, (Yogyakarta : Rake
Sarasin, 2000), h. 134-139. Selanjutnya dikemukakan pula, bahwa pendekatan ethnographik ini lebih
mempelajad phenomena sebagai kejadian wajamya, dan ia tidak bersifat eksperimental, Dalam artian,
data yang diperoleh disajikan dengan “apa adanya”™ (tentunya setelah melahsi proses “seleksi” data —
pen.). Untuk jelasnya, lihat pula Noeng Muhajir, Ibid, h. 132,
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Pendekatan ethnographik lebih mengacu pada desain penelitian multi
case studies. Penelii menggunakannya untuk mempermudah peneliti dalam
mendeskripsikan “gejala” tentang sistern kerjasama di bidang transportasi
vang dilakukan selama ini oleh pengusaha angkutan kota di Samarinda,
kemudian peneliti komparasikan dengan sistem kerjasama (syirkah) dalam
ekonomi Islam.

3. Penentuan Subjek

Sebelum peneliti menguraikan lebjh lamjut tentang tehnik penentuan
subjek (baca : pengambilan Lisampeha™" pen.), terlebth dahulu peneliti
kemukakan bahwa jenis populasi-penelitian ini adalah populasi sasaran.

Ida Bagus Mantra dati,Kasto dalami fulisannya Tehnik Pengambilan
Sampel membagi bentuk populasi kedalam dua bagian, yaitu : populasi
sampling dan populasi sasaran.?’

Jika coba peneliti analogikan_;/apabila\jomiah populasi (yang dalam
kajian tesis i terdiri 33, orang pengusSaha -angkutan keta) dan jika di ambil
hanya sebagian kecilnya (5 orang — pen.), maka seluruh populasi yang di

ambil tersebut dinamakan populast sasaran.

® Untuk jelasnya, hhat Ida Bagus Mantra dan Kasto, Penemtuan Sampel, dalam
Koentjaraningrat (Ed), Metode-metode Penelitian Masyarakat, Cet. XI, (Jakarta : Gramedia Pustaka
Utama, 1991), b 152. Senada dengan uraian di stas, Ida Bagus Mantra dan Kasto mengemukakan
bahwa, ada empat faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentokan besamya sampel svatm
penelinian. Faktor-faktor tersebut adalah : (1). Derajat keseragaman (Degree of Homogeinity) (2).
Presisi yang dikehendali dari Penelitian, (3). Rencana Analisa, dan (4). Faktor tenaga, biaya serta
waktu. Lihat Ibid, h. 151-152.
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Adapun tehnik pengambilan sampel dalam tesis ini bersifat purposive
sampling. Pengambilan sample melalui bentuk tidak acak ini berdasarkan
pertimbangan peneliti bahwa terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara
sistem Kerjasama yang dilakukan oleh pengusaha (baca : pimpinan
perusahaan) yang memiliki kendaraan dengan pengusaha yang tidak memiliki
kendaraan.

Matthew B. Miles dan,A. ‘Michael' Huberman mengemukakan bahwa
sampel penelitian kualitatif cenderufig ataw menjadi lebih purposive daripada
pengambilan sampel secara acak/®

Ada beberapa pertimbangan-pettimbasgan yang menjadikan peneliti
cendenng mengambil sampel 'dari] pengusaha kendaraan angkutan kota yang
memiliki kendaraan saja, yaitu :

1) Ke seluruh responden tersebut™(eskipufi“kebanyakan"dari mereka adalah
pendatang) benar-benar telah.menyatirdepgandingkungan penelitian.

2) Pada umumnya, para responden “sudah. culkup Jama menekuni usaha
transportasi dibidang angkutan kota ini.

3) Ke selurth responden bersedia meluangkan waktunya wntuk
diwawancarai.

Demikianlah beberapa pertimbangan yang dapat peneliti kemukakan

dalam penemtuan sampel ini.

% Lihat Matthew B, Miles dan A. Michael Hubemman, Analisis Dafe Kunalitatif, alih bahasa
Tjetiep Rohendi Rohidi, (Jakarta : Ul-Press, 1992), h. 47.



4. Tehnik Pengumpulan Data
Adapun tehnik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam
kajian tesis ini, adalah :
a. Observasi
Becker dan Geer — seperti dikutip aleh Cary L. Cooper dan Peter
Makin — menyatakan, bahwa pengamatan yang mana pengamat (baca :
peneliti) tersebut ikut berparfisipasi, merupakan metode penelitian yang
lebih lengkap daripada sekedar ifiterview saja, hal ini berdasarkan alasan
yang dikemukakan oleh penuli§ sebagapana berikut ini :
“Pengamatan dimana | “pengamatoya akut berpartisipasi dapat
memberi jalan bagi kita tmfuk. .medgukur kelengkapan data yang
dilakukan melalui berbagai’ cara, dan-hal tersebut merupakan suatu

model yang dapat memmmgkinkan kita mengetalmt informasi yang
terlepas dari kita, ketika menggunakan metode lainnya”.’!

Dengan’® menggunakan™ tehnik® observasi “mm," péfieliti berusaha
“mengeali” informasi dan datd-data gang ingin\didapatkan, tentunya yang
terkait erat dengan pembahasan/karya flmah.ini;

b. Wawancara

Dalam tehnik pengumpulan data ini, penelii juga menggunakan

bentuk wawancara. Adapun responden yang dipilih telah peneliti tentukan

sebelumnya dengan pertimbangan-pertimbangan (baca : kriteria — pen.),32

3 Untuk jelasnya, lihat Cary L. Cooper dan Peter Makin, Psikologi untuk Kelompok
Profesional : Psikologi usituk Manajer, alih bahasa Lilian Yuwono, (Jakarta : Arcan, 1995), h. 200.

% Untuk mengetahui kriteria-kriteria responden yang telah peneliti tentukan, lihat dan
perhatikan pembahasan mengenai penentuan sampel.
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sebagaimana yang telah peneliti kemukakan pada bagian lain dalam Bab
ini. Guna memudahkan peneliti dalam melakukan proses wawancara, maka
peneliti menggumakan wawancara berencana dengan daftar pertanyaan
yang telah peneliti susun sebelumnya. *

Selain menggumakan tehnik wawancara berencana, peneliti juga
menggmakan wawancara sambil lalu atau casual interview. * Dimana
dalam wawancara sambil lalu~'mi, ‘penelii mengemukakan beberapa

pertanyaan yang memiliki pembahasan erat dengan tesis ini.

¢. Dokumentasi
Guna menunjang validitas~danefektifitas dalam pengambilan data,
maka peneliti juga mengpunakan betituk ‘dokumentasi. Selain terdiri dari
data-data yang \mienyahgkut/ gambaran amutr-lokasi, pefélitian (baik itu
berupa data geografi maupum, demografi), peneliti juga mencoba menggali
data yang berkenaan dengan sarana dan prasarana transportasi, baik itu
dalam bentuk jumlah kendaraan " angkutan “kota,/ jumlah pengusahanya,

* Koentjaraningrat mengemukakan, bahwa pada umumnya wawancara terbagi pada dua
bagian, yaitu : wawancara berencana (Standardized Interview) dan wawancara tak berencana
{Unstandardized Interview). Adapun wawancara tak berencana terbagi pula dafam dua bagian, vaiu :
wawancara berstruktur atau active inferview dan wawancara tak berstruktur atau disebut pula passive
interview. Selamjutnya, wawancara tak berstruktur dibedakan lagi menjadi : wawancara berfokus
{Focused Interview) dan wawancara bebas (Free Interview). Apabila ditinjau dari segi pertanyaan,
maka bentuknya ada yang bemsifat tertutup dan adapula yang bersifat terbuka Lihat Koentjararingrat
(Ed.), Metade-metode Penelition Masyarakat..., h. 138-139.

* Selanjutnya dikemukakan behwa wawancara sambil lalu ity hampir memiliki “kesamaan”
dengan wawancara tak berencana, adapun yang membedakan antara keduanya adalah : dalam
wawsancara sambil lalu, orang-orang yang dijumpai tidak diteliti (baca : tidak ditentukan) sebelumnya
dan dijumpai secara kebetulan saja. Untuk jelasmya lihat JBid, h. 140.



ataupun data-data lain yang memiliki kaitan erat dalam syirkah maupun
kerjasama pengusaha yang diterapkan selama ini.

Sartono Kartodirdjo dalam tulisannya Metode Penggunaan
Bahan Delumen mengemukakan definisi dokumen, yang dalam artt
sempit dicontohkan dengan : surat-surat, catatan harian, maupun jurnal.
Sedanpgkan dalam arti yang luas, dokumen dapat pula terdiri dari :
monumen, tape recorder ataugun foto-féte:*

Noeng Muhajir mengemukakan, babiwa pada penelitian studi
kasus, metode pengumpulan |datanya debih mengutamakan tiga komponen
sebagaimana yang telah penelitt kemukakan di atds.

Demikianiah metode pengumpulan~data tesis yang dapat peneliti
kemukakan, selanjutnya akan peneliti kemukakan pula tehnik pengolahan
atau analisa data-yang penelifi gunakan, sebagaimana berikut ini.

5. Analisa Data
Tehnik analisa/datalVangspeneliti [punakdn dalant™kajian tesis ini tidak
terlepas dani dua macam langkah-langkah analisis. Adapim kedua langkah
analisis tersebut, adalah : langkah analisis selama di lapangan dan langkah

analisis sesudah meninggalkan lapangan penelitian.

3% Lihat Sartono Kanodirdjo, Metode Penggunaan Bahan Dokumen, dalam
Koentjaraningrat (Ed.), Metode-metode Penelitian Masyarakat..., h. 46,

3 1 ihat Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif..., h. 62-63.
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Adapun langkah analisis tersebut di atas, senada dengan apa yang
dikemukakan cleh Noeng Muhajir, diantara beberapa langkah analisis selama
di lapangan — sebagaimana yang di kutip dari Bogdan — ialah :

a. Mempersempit fokus studi; hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti
dalam mempersempit skopa data yang dikumpulkan.

b. Menetapkan tipe studi; dengan mengadakan penelitian tentang kerjasama di
bidang transportasi, dengan ’sendirinya telaah tersebut mengarah pada
“nilat-nilai” atau “etika” | Wang, terkanthmg | dalam prinsip kerjasama.
Selanjutnya peneliti coba | mmengkomparasikan dengan sistem kerjasama
(syirkah) dalam ekonomi Islam.

c. Mengembangkan pertanyaan~analittk “selama’ di lapangan; diantara cara
yang peneliti jgunakary adalaly prelaldi“wawaneara~danm\ angket yang bersifat
terbuka.

d. Menuliskan komentar peneliti sendini; catatan reflektif ~jika peneliti boleh
meminjam istilah | Noeng—Muhajir—  temsebwt” péneliti tuangkan dalam
uraian-uraian yang selanjutmya peneliti ringkaskan kembali, mana diantara
uraian tersebut yang sesuat dengan konteks kajian tesis ini.

e. Melakukan penjajagan ide dan tema penelitian; hal ini peneliti lakukan
dengan wawancara sambil [alu pada responden yang peneliti temui secara
tidak disengaja dan mau membantu peneliti.

f. Menelaah kembali kepustakaan yang relevan selama di lapangan.



g. Menggunakan metaphora atau perbandingan-perbandingan, analogi serta
konsep-konsep.”’

Setelah beberapa data ataupun teori yang dibutubkan terkumpul
selama peneliti di lapangan, selanjutnya peneliti melakukan analisis data yang
telah ada tersebut melalui pembuatan kategorisasi masalah dan menyusun
kodenya, yang kemudian kategorisasi tersebut peneliti susun sesuai dengan
urutan penelaahannya.*®

Dalam penggunaan |kode “untuk” data| yang telah terkumpulkan,
peneliti membuat singkatan yang diterapkan pada sejumlah kata. Sedangkan
konsep dart kode yang peneliti ‘buat tgrsebut tentunya merupakan tema sentral
kajian tesis ini, diantaranya :' penerapan kerjasama, manfaat dari kerjasama
yang dilakukan, kendala yang dihadapi_dari kerjasama, serta bentuk kerjasama
yang dijalankan. Diantara penggalan kata yang peneliti gunakan dalam
jawaban yang telah ada dan 'séswai“dengan temna‘Sentral penelitian ini, adalah :
Pen-Ker untuk penerapan kerjasama) Map-Ker umtuk manfaat dari kerjasama,
Ken-Ker kendala yang dibadapi dalam kerjasama, serta Ben-Ker untuk bentuk
kerjasama yang dijalankan.

Mengenai alur analisis data yang peneliti gunakan, baik itu selama di
lapangan ataupun sesudah meninggalkan lapangan penehitian, hal ini
sebagaimana yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael

3 Mengenai langksh analisis di atas, That Jbid,, h. 143-144.
33 1 ihat pula Ibid,,



Huberman dengan teori analisis datanya, yaitu : tahap pengumpulan data,
reduksi (proses pemilihan dan penyederhanaan) data, penyajian data serta
tahap kesimpulan-kesimpulan.*®

Dimana kesemua komponen analisis data di atas merupakan “siklus”
vang saling berhubingan dan merupakan bentuk analisis yang terus berlanjut
atau terus menerus, dalam artian seluruh rangkaian di atas merupakan

kegiatan analisis yang saling susil menyusul:

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah peneliti dalam “penyajian” hasil penelitian ini,
maka peneliti mengklasifikasikan pembaliasan*pada-lima bagian atau Bab, antara
lain :

Pada Bab I, peneliti ‘cobd mengantarkan pemahaman (pembaca melalui
latar belakang diangkatnya pembahasan tentang analisa kerjasama, termasuk pula
beberapa uraian mengenai metode peneliian yang digunakan. Diantara beberapa
subbab yang tercakup pada Bab-ini“sélan dari-ldtar’belakang masalah, adalah
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori,
metodologi penelitian serta sistematika pembahasan.

Pada Bab II, peneliti coba paparkan beberapa landasan teori yang
tentunya menjadi tema sentral penelitian, yang mana diantara landasan teori

tersebut peneliti kutip dari beberapa referensi yang terkait dengan pembahasan

¥ Untuk jelasnya, lihat dan perhatikan Matthew A. Miles dan A. Michael Huberman,
Analisis Data Kualitatif..., h. 15-21.
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tesis ini, baik dari buku-buku maupun jurnal. Adapun pembahasan dari landasan
teori tersebut di atas, antara lain : Syirkah (kerjasama) dalam sistem ekonomi
Islam yang didalamnya tercakup pembahasan pada definisi, macam-macamnya,
syarat-syarat terbentuknya dan sistem bagi hasil lainnya dalam ekonomi Islam.
Selain itn peneliti juga mengemukakan pembabasan mengenai transportasi
angkutan jalan raya, yang meliputi . pengertiannya, manfaat terciptanya
transportasi jalan raya tersebut ibidang ‘ekonom,)serta kerjasama di bidang
transportasi. Kemudian peneliti| “uraikan | pula ‘secara terpisah pembahasan
mengenal perusahaan-perusahaan | yang “bergerak ‘di bidang transportasi, yang
meliputi : defiisi, dan macam-macamnya.

Bab I, berisi pembahasan’| mengenai “gambaran wmum lokasi yang
menjadi daerah penelitian. Hal ini tentunya untuk memudahkan peneliti dalam
memahami dan mendalami“Kondisi geografis. malipun! kéndisiademografis kota
Samarinda.

Pada Bab IV, peneliti-paparkan, beberapaspembahasan mengenai hasil
penelitian yang tertuang dalam analisa data. Untuk mempermudah peneliti dalam
menguraikan pembahasan fersebut, maka peneliti mencoba membagi subbab
pembahasan menjadi tiga bagian, yaitu : latar belakang berdirinya usahba
transportasi, analisa praktek kerjasama pengusaha transportast serta komparasi
antara kerjasama pengusaha transportasi angkutan kota di Samarinda ditinjau dari
sudut pandang syirkah.



Bab V merupakan bagian akhir dari wraian pembahasan yang
menyangkut analisa kerjasama pengusaba angkutan kendaraan jalan raya di

Samarinda, adapun bab ini terbagi pada kesimpulan dan saran.
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A. Syirkah dalam sistem ekonomi Islam
1. Definisi Syirkah

Syirkah merupakan isim masdar dari kata dasarnya syarika (4,4%),
yang berarti mengadakan pv::rse]lcutuan.1 Kaitgnnya dengan pembahasan
dalam penelitian ini, maka yang dimiaksudkan dengan kata syirkdh diatas
adalah perilaku kerjasama |dfau\tenadinya~ persekutuan dalam sistem
ekonomi (khususnya dibidang Aransportasi) baik antara dua pihak maupun
lebih dari dua pihak.

M. Syafi’i Anwar dalam sebuah tulisannya pada jurnal Ulumul

Qur’an merumuskan'definisi\Syirkak sebagai-berikut.

“Perjanjian kesepakatan«bérsama /antara\beberapa pemilik modal
untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, yang biasanya
berjangka waktu ‘panjang) ( Dimana resiko~rugi/atau laba dibagi

secara berimbang dengan penyertaan modal yang dikeluarka » 2

Syaikh Mahmud Shaltut dalam kitabnya A/-Islam ‘Agidah wa asy-

Syari ‘al’ mengemukakan tentang syirkah, bahwa Islam membolehkan kaum

! Lihat Al-Munjid ff al-Lugah, (Beirut: Dar al-Masyrik, 1987), h. 384, Dan lihat pula
Abmad Warson Munawwir, Kamus Bahasa Arab-Indonesia Al-Munawwir, (Yogyakarta: Unit
Pengadaan buku-buku ilmiah keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, 1984), h. 765.

2 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta
: Sinar Grafika, 1994), h. 74.

3 Lihat Syaikh Mahmud Shaltut, Al-Islam ‘Aqidah wa asy-Syari abB, di-Indonesia-kan
Akidah dan Syari’ah Islam, terj. Fachruddin dan Nasharuddin Thaha, (Jakarta: Bumi Aksara,
1994), h, 41-42.

2’1
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muslimin untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan orang-orang yang
berlainan agama, asal saja tidak membahayakan kepada kepentingan agama

dan umat Islam. Sebagaimana firman Allah SWT.:

s 2 5 5 G G (e il )
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Artinya: “Kecuali pada|orang-orang’ Musyrik yang kamu telah
mengadakan perjanjian| >(dengan | mereka) dan mereka tidak
mengurangi sesuatupun (dari isi | perjanjian)mu dan tidak (pula)
mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap

mereka itu penuhilaly ~janjinya| | s@mpai  batas waktunya.

Sesungguhnya Allah menyitai orang-orang yang bertagwa™.’

Adapury Tagiyuddin Arn=Nabhani fengemiukakanbahwa definisi
svirkah menurut bahasa adalah-penggabungan dua bagian atau lebih,® yang
tidak bisa dibedakan lagi antara satu bagian dengan bagian lainnya.
Sedangkan menurut syara’, syirkah adalah transaksi antara dua orang atau

lebih, kedua-duanya sepakat untuk melakukan kerjasama yang bersifat

* QS. At-Taubah (9)4.

3 Departemen Agama RI, AI-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: Toha Putra, 1989),
h. 278.

¢ Bandingkan dengan apa yang dikemukakan oleh Ahmad Isa Asyur yang menguraikan
dasar syirkah melalui hadis Qudsi yang artinya, Allah berfirman: "Aku adalah yang ketiga dari
dua orang yang bersekutu selama keduanya ftidak saling berkhianat. Bila salah satunya
berkhianat, maka Aku keluar dari keduanya”. (H.R. Abu Daud dan Hakim). Dikemukakan juga
definisi syirkah dari segi bahasa dan syara’. Lebih lengkap, lihat Ahmad Isa Asyur, Figh
Muyassar i al-Mv’amalat, di-Indonesia-kan Figh Islam Praktis Bab: Mu’amalah, terj. Abdul
Hamid Zahwan, (Solo : Pustaka Mantig, 1995), h. 71.
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finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Transaksi ini mengharuskan
adanya ijab dan gabul sekaligus.” Dimana dalam definisinya ini, An-
Nabhani juga menambahkan bahwa terdapat kesamaan antara syirkah dan

perseroan.?

Adapun pengertian perseroan dalam sistem kapitalis,” adalah :
transaksi, yang mana karena transaksi tersebut dua orang atau lebih, terikat
untuk memberikan saham dalam_sebuah proyek padat modal, dengan
memberikan investasi, baik cberupa, harta’ ataupun kerja, agar bisa
mendapatkan pembagian hasil-datigproyek tersebut. Berupa keuntungan
(deviden) maupun kerugian.

Afzalur Rahman menyatakan,' baiwa syirkeh menurut asalnya,
merupakan penghubung antar dua tanah atau lebih, dimana sifat dari tanah
tersebut sulit dibedakan antara saty dengan lainnya./~Pan.renurut bahasa
hukum, kata syirkah berarti bergabungiya dua otang atau lebih dalam satu
kepentingan. Namunndemikiam; ~kata |syirkaf “diperluas penggunaannya
dalam kontrak, meskipun tidak ada hubungan nyata antar dua tanah, karena

kontrak itulah yang menyebabkan terjadinya hubungan. Disamping itu

7 Tagiyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam,
(Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 153.

8 Lihat Jbid, h. 168.

7 Untuk lebih jelasnya mengenai perseroan ini, lihat pula Fuad Mohd. Fachruddin, Riba
dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi, (Bandung : Al-Ma’arif, 1993), h. 145.

W Lihat Afzalur Rahman, Economic Doktrines of Islam, di-Indonesia-kan Dektrin
Ekonomi Islam, terj. Soeroyo dan Nastangin, jilid 4, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 19%6), h.
365.
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Afzalur Rahman memberikan kesamaan definisi syirkeh 1 dengan
kemitraan.

Disamping itu, adapula definisi syirkah yang dikemukakan oleh
ulama’ fikih. Menurut Mazhab Maliki, syirkah adalah suatu izin untuk
bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta
mereka. Dalam Mazhab Syafi’i dan Hambali diuraikan, bahwa syirkah
adalah hak bertindak hukum bagi-dua-orang atau lebih pada sesuatu yang
mereka sepakati. Sedangkan MazhabgHanafiinendefinisikan syirkah yang
berupa akad yang dilakukan | olehlerangsorang yang bekerjasama dengan
modal dan keuntungan.”’ Dikémukakan pulasbahwa dengan adanya akad
syirkah yang disepakati kedua ‘belah -pthak, maka semua pihak yang
mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu dan
berhak mendapatkan “keunfungan, | sesual) dengah-persétujuan yang
disepakati.

Yusuf Musd [méhgelahotasikan definiSi” syinkgh pada ketentuan,
bahwa harus ada dua pihak atau lebih yang ikut berpartisipasi dalam syirka%
(kerjasama) tersebut. Apabila hanya ada satu orang (sebagai pemilik modal),
dimana ada manager yang bertindak sebagai pekerja dan bukan pariner
dalam kontrak yang telah disepakati, maka yang demikian itu tidak dapat

disebut sebagai bentuk syirkah (panfnership).12

Il Gebagaimana diedit oleh Abdul Azis Dahlan, lihat Abdul Azis Dahlan (et.al),
Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), h. 1711,

12 geperti dikutip oleh Mustaq Ahmad, Business Ethics in Islam, di-Indonesia-kan
Etika Bisnis Dalam Islam, terj. Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 119,
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2. Macam-macam syirkah
Terdapat beberapa pendapat ulama’ dalam pembagian dan macam
syirkah. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pada umumnya transaksi
kerjasama (syirkah) terbagi pada dua kategori, yaitu:

a. Kerjasama dalam pemilikan (Syirkah al-Amlak). Kerjasama dalam
pemilikan (Syirkah al-Amlak) merupakan bentuk yang biasa digunakan
secara umum dalam hak milik-Menurut-wlama’ fikih, Syirkah al-Amlak
adalah dua orang atau lebihimemiliki harta-bersama tanpa melalui akad
syirkah. Adapun syirkah al-Amlakiniferbagi pada:

1) Syirkah Ikhtiyar (Persgrikatan yang dilandasi pilihan orang yang
berserikat), yaitu perserikatan/yang muncul akibat tindakan hul«.:um
orang yang berserikat. Contohnya: Dua orang yang bersepakat
membeli‘suatu barang atau-mercka menerimaiibalirwasiat dan atau
wakaf dari orang lain, _Jalu kedua orapg,itu menerima pemberian
tersebut dan [menjadi milik mereka. secara /berserikat (bersama-
sama).

2) Syirkah Jabr (Perserikatan yang muncul secara paksa, bukan atas
keinginan orang-orang yang berserikat), yaitu sesuatu yang
ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak dari

mereka. Contohnya : Harta warisan yang menjadi milik bersama,

13 Tihat Abdul Azis Dahlan (et.al), Ensiklopedi Hukum Islam..., h. 1711-1712,
Bandingkan pula pembagian Syirkah al-Amlak ini menurut Afzalur Rahman. Lihat Afzalur
Rahman, Economic Doctrines of Islam..., h. 366.
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diterima dari seseorang yang telah meninggal dunia. Lebih jauh
mengenai hukum yang terkait dengan Syirkah al-Amlak ini dibahas
oleh ulama’ fikih secara luas dalam bab wasiat, waris, hibah dan

wakaf.

b. Kerjasama dalam kontrak (Syirkah al-Ugid)'* Syirkah al-Ugid adalah

syirkah yang akadnya disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan

diri dalam perserikatan modal-dan—keuntungan. Selanjutnya dalam

Syirkah al-Ugqud Tbnu [Taimiyahy membaginya pada lima. bentuk

kerjasama, yaitu:

1)

2)

Kerjasama dalam pefmodalan | dan “enaga (Syirkah al-Inan)®
Ulama® Figh sepakat menyatakan bahwa bentuk perserikatan ini
adalah boleh. Dimana dalam hal ini ulama’ figh juga membuat
kaidah, waitu: kerugian'.dan Kkeuntungan dibagi~seésuai dengan
kesepakatan yang tenfimya sesuai dengan modal masing-masing
pihak.

Kerjasama dalam tenaga (Syirkah al-‘Abdin)'® Dalam bentuk

Syirkah al-‘Abdan terdapat perselisihan diantara ulama’ figh dalam

14 Lihat Abdul Azis Dahlan (et. al.), Ensiklopedi Hukam Isfam, h. 1712. Dan lihat pula

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, terj. Kamaluddin A. Marzuki, jilid 13, (Bandung : Al-Ma’arif,
1996), h. 176.

13 Lihat Abdul Azs Dahlan (et.al.), Ensiklopedi Hukum Islam..., h. 1712, Dalam

prakteknya di Indonesia, Syirkah al-Inan ini dapat dipersamakan dengan: Perseroan Terbatas,
Perseroan Firma, Koperasi dan lain sebagainya. Lihat pula Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi
Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam..., h. 80.

167 ihat Abdul Azis Dahlan (et.al), Ensiklepedi Hukum Islam..., h. 1713,
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ketentuan boleh tidaknya syirkah ini, salah satu alasan yang
dikemukakan adalah kerja yang dilakukan dalam perserikatan ini
tidak dapat diukur, sehingga membawa kemungkinan terjadinya
penipuan dan pada akhirnya membawa perselisihan. Seperti: Tukang
atau pekerja yang bergabung menangani sebuah pekerjaan dan setuju
untuk membagi penghasilan mereka diantara mereka sendiri.

3) Kerjasama dalam kredit (Syirkah al-Wujih)"” Di zaman sekarang,
perserikatan ini mirip dengan makelar-dan banyak dilakukan orang.
Dimana pihak yang berserikat membeli-barang dengan kredit, hanya
atas dasar suatu kepercayaan, kémudian barang yang mereka kredit
itu mereka jual dengan dengan harga tunai, schingga mereka meraih
keuntungan.  Seperti: Seorang atau lebih dari anggota suatu
organisasi mendapatkan barang-secarajkredit dan\meéteka kemudian
menjualnya dan sepakat-membagikeuntungan yang diperoleh.

4) Kerjasama komprehensif~(Syickab—aldMufawadah)" syirkah ini
merupakan gabungan bentuk dari Syirkah al-Inan, Syirkah al-
‘Abdan dan Syirkah al-Wujuh. Syirkah al-Mufawadah ini dapat
diartikan sebagai serikat untuk melakukan negoisasi, dalam hal ini
tentunya untuk melakukan suatu pekerjaan atau urusan, yang mana

istilah sehari-hari sering digunakan istilah patner kerja atau group.

7 Lihat Jbid, h. 1713-1714. Lebih lanjut dijelaskan bahwa syirkah al-Wujuh ini dalam
prakteknya di Indonesia dapat dipersamakan dengan komisioner, keagenan, perantara dan lain-
iain. Lihat Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis, Hukum Perjanfian dalam Islam..., h. 82.

181 ihat Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis, Ibid., h. 81.
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Dalam serikat int yang lebih ditekankan adalah keahlian dan bukan
permodalan.

5) Kerjasama Mudarabah (Syirkah al-Mudarabah)" Yaitu suatu
persetujuan antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk
mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu,
dimana keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.
Sedangkan kerugiannya-menjadi-tanggungan pemilik modal saja.
Bentuk syirkah al-mudirabahgterdapat |perselisihan antara ulama
figh dalam mengkategonisasikan @lmudarabah ini kedalam bentuk
syirkah. Dari beberaparuraian diatas, ‘penulis dapat menyimpulkan
adanya kesamaan antara-Syirkal al-Mudarabah ini dengan bentuk
kerjasama Commenda di zaman pertengahan Eropa. Hal ini penulis
kemukakan berdasarkan ‘pendapat~lonu Taimiyah-=Sebagaimana
ditulis Islahi-° yang siengatakdnbahwa|\Commenda ialah bentuk
kerjasama dimédna [sesegrang “bisa-menyerahkan uangnya kepada
yang lain dan memperoleh bagian keuntungan tanpa terlibat
langsung dalam pelaksanaan bisnisnya.

Mazhab Hambali mengemukakan pembagian syirkah kedalam tiga
bentuk, yaitu: Perserikatan dalam modal atau harta (syirkah al-Amwal),

Perserikatan dalam kerja (syirkah al-‘Amal) dan Perserikatan tanpa modal

191 that Abdul Azis Dahlan (et.al), Ensiklopedi Hukum Islam..., h. 1714.

® Seperti ditulis Islahi, Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah, terj. Anshari Thayib, PT.
Bina limu, Surabaya, 1997, h. 191-194.
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(syirkah al-Wujih)*' Selanjutnya ketiga macam atau bentuk syirkah diatas,
dapat dikategorisasikan kedalam bentuk syirkah al-Inan dan bisa juga dalam
bentuk syirkah al-Mufawadah.

Selain beberapa pembagian syirkah sebagaimana yang telah penulis
kemukakan diatas, ada pula pembagian syirkah sebagaimana yang
dikemukakan oleh al-Kilabi,”* dimana beliau mengkategorisasikan syirkah
kedalam tiga bagian, yaitu: Syirkahk al-Amwal (perserikatan harta benda),
syirkah al-‘Abdan dan syirkaph al-Wyjuh Yemudian syirkah al-Amwal
dibagi lagi ke dalam syirkah'al-Inan dandsyirkah sl-Mufawadah Adapun
definisi dari masing-masing pembagian syirkah tersebut, tidaklah terdapat
perbedaan mendasar dengan”defirisi-definisi-yang telah peneliti uraikan
diatas.

Mengenai | pembagian macam<atawy bentuk/ syirkak ini, mazhab
Hanafi membolehkan semua. bentuk/syirkah, apabila syarat—syaratnya'
terpenuhi. mazhab ; Maliki=membolehkan—semua jenis syirkah, kecuali
syirkah al-Wujuh. Mazhab Syafi’i membatalkan semua, kecuali syirkah al-
Inan Sementara mazhab Hambali membolehkan semua, terkecuali syirkah

al-Mufawadah >

11 ihat Abdul Azis Dahlan... (et.al.), Op. Cit, h. 1712.

22 1 that Muhammad ibn Ahmad ibn Juzzy al-Kilabi, Al-Qawanin al-Fighiyyah, Dar al-
Fikr, t.t., h. 244.

B Sayid Sabiq, Figh Sunnah..., h. 176, Dan lihat Muhammad ibn Ahmad ibn Juzzy al-
Kilabi, Al-Qawanin al-Fighiyyah..., h. 244, Guna memperjelas pembahasan mengenai
perselisihan pendapat diatas, lihat pula Abdul Azis Dahlan (et.al), Ensiklopedi Hukum Islam...,
h. 1712-1714,
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Demikianlah beberapa uraian mengenai pembagian macam atau
bentuk syirkah dalam syari‘ah Islam. Selanjutnya untuk mengetahui syarat-
syarat terjadinya syirkah, dibawah ini akan penulis uraikan diantara

beberapa syarat terjadinya syirkah tersebut.

. Syarat-Syarat Terbentuknya Syirkah
Diantara syarat-syarat terbentuknya syirkah ini — baik syirkah al-
Amlak (perserikatan dalam/” pemiliken). maupun syirkah al-’Uqud
(perserikatan berdasarkan akad)—adaldh
a. Perserikatan itu merupakantransaksip¥ang bisa diwakilkan. Dimana
salahsatu pihak jika bertindak hukum terhadap objek perserikatan itu,
dengan izin pihak lain, dianggap wakil seluruh pihak yang berserikat.
b. Persentase pembagian keuntungan_untuk masing-masing pihak yang
berserikat dijelaskan ketika berlangsungnya akad.
¢. Keuntungan itu diambilkan dari Hasil laba harta perserikatan dan bukan
dari harta lain.
Ahmad Isa Asyur, mengemukakan syarat-syarat terjadinya syirkah
harta benda kepada lima bagian, yaitu:?
a. Guna terwujudnya syirkah haruslah terkumpul modal atau barang yang

sama jenisnya, dan dua barang yang sama jenisnya tersebut, apabila

2 Lihat ibid

25 1 jhat Ahmad Isa Asyur, Fighul Muyassar fi al-Mu’amalat..., h. 72-74.
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dikumpulkan atau digabungkan akan sulit dibedakan. Seperti: Gula,
gandum, beras dan lain sebagainya.

b. Harus sama jenisnya dan tidak diperbolehkan menggunakan barang yang
berlainan jenisnya. Sehingga jika barang itu sudah menyatu, tidak dapat
lagi dibedakan kepemilikannya.

c. Kedua barang tersebut haruslah dikumpulkan menjadi satu, sehingga
tidak dapat dipisah-pisahkan.

d. Untuk mengoperasikan barang yang ada“tersebut haruslah ada izin
diantara kedua pihak yang berserikat.

e. Keuntungan dan kerugiannya”haruslah dibagi [rata sesuai dengan modal
masing-masing.

Syarat-syarat terjadinya pembentukan syirkah al-Inan menurut Abu

Bakar Jabir al-Jazairi adalah:%

a. Harus diantara sesama Muslim | karend\orang gang bukan Muslim tidak
terjamin akan dapat menghindari-pectbuatan-ribarataumemasukkan saham
yang haram.

b. Modal hendaknya diketahui (besar kecilnya), juga bagian keuntungan
dan kerugiannya, hal ini disebabkan keuntungan dan kerugian sangat

bergantung pada jumlah modal yang dikumpulkan bersama.

% Untuk jelasnya, lihat Abu Bakar Jabir al-Jazairi, Minhajul Muslim, di-Indonesia-kan,
Pola Hidup Muslim : Mu’amalah, ter]. Rachmat Djatnika dan Ahmad Sumpeno, (Bandung :
Remaja Rosdakarya, 1991), h. 76-77.
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Keuntungannya harus terbuka dan dibagikan kepada masing-masing
sesuai dengan saham masing-masing. Dan kerja hendaknya disesuaikan
dengan kuantitas saham yang ada, baik dalam keuntungan ataupun

kerugian.

. Modal haruslah berupa uang, barang siapa memiliki barang dan dia

hendak menjadi anggota suatu syirkah (perserikatan), hendaknya barang
yang ada tersebut divangkan.

Bila salah seorang dari pihak yang)mengadakan kerjasama (syirkah)
tersebut meninggal dunia, maka kerjasama tersebut batal. Demikian juga
bila salah seorang keiuar dariketentuan yang/t¢lah ditetapkan.

Selain syarat-syarat tegadinya syirkah, terdapat pula hal-hal yang

dapat membatalkan akad syirkah tersebut (baik hal-hal yang bersifat khusus

maupun hal-hal yang bersifav'umum). Adapun thal-hdl-yang_membatalkan

suatu akad perserikatan secara imum, yaftuy’’

a.

Salahsatu pihak mefguhdlrkan difiy ddfigan(@lasansakan tersebut tidak
bersifat mengikat (dalam artian: boleh dibatalkan).

Salahsatu pihak yang berserikat meninggal dunia.

Salahsatu pihak kehilangan kecakapannya dalam bertindak hukum,
seperti: gila dan sakit yang sulit disembuhkan.

Salahsatu pihak murtad, dan melarikan diri ke negeri yang berperang

dengan negara muslim.

27 ihat Abdul Azis Dahlan (ct.al.), Ensiklopedi Hukum Islam..., k. 1715.
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Hal-hal yang membuat berakhirnya perserikatan secara khusus —
jika dilihat dari bentuk perserikatannya— ialah:

a. Dalam syirkah al-Amwal ;, akad perserikatan dinyatakan batal apabila
semua atau sebagian modal perserikatan hilang, karena objek dari
terciptanya perserikatan ini adalah harta.

b. Dalam syirkah al-Mufawadal;, akad perserikatan dinyatakan batal apabila
modal dari masing-masing pihak tidak sama kuantitasnya karena a/-
Mufawadah itu sendiri bérarti persamaan baik dalam modal, kerja
ataupun keuntungan yang dibagi.

Kaitannya dengan pembahasanfentangakad diatas, Yusdani dalam
tulisannya Transaksi (Akad) dalam Perspektif Hukum Islam
mengemukakan, bahwa dalam’ perjanjian Islam-dianut pula asas kebebasan
berkontrak yang, diistilahkan dengan.dabda’, hurriyah al=ta’aqud. Dan
dikemukakan pula segi-segi kebebasan berkontrak seperti yang dikutip
penulis dari al-Zarga, yaitu:?®
1) Kebebasan untukimengadakan.atan tidak.mengadakan perjanjian.

2) Tidak terikat kepada formalitas-formalitas, tetapi cukup semata-mata
berdasarkan kata sepakat (perizinan); ditambahkan pula bahwa konsep
ini pada dasarnya tidak termasuk dalam pengertian kepertian kebebasan
berkontrak akan tetapi merupakan azas konsensualisme.

3) Tidak terikat kepada perjanjian-perjanjian bernama.

28 Iihat Yusdani, Transaksi (Akad) dalam Perspektif Hukum Islam, dalam jurnal
Millah (Vol. I, No. 2 edisi Januari 2002), Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia,
2002, h. 76.
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4) Kebebasan untuk menentukan akibat perjanjian.

Dikemukakan pula bahwa, pada dasarnya asas kebebasan
berkontrak telah jelas diajarkan oleh nash-nash a@/-Qur’'an, as-Sunnah dan
terdapat pula dalam kaedah-kaedah fighiyah. Hal ini sebagaimana yang telah
diuraikan penulis dengan rinci dalam tulisannya tersebut. *°

Demikian beberapa syarat-syarat terjadinya syirkah yang dapat
penulis kemukakan. Untuk lebih memperjelas perbedaan mendasar antara
syirkah dengan sistem bagi hasil lainnya yang banyak diterapkan dalam
sistem ekonomi Islam, maka dibawah-inipéneliti kemukakan pula beberapa
sistem bagi hasil lainnya dalam-istem|ekonomyIslam.

. Sistem Bagi Hasil Lainnya Dalam Ekonomi ISlam

Sebelum peneliti menguraikan lebih jauh lagi akan sistem bagi
hasil lainnya yang menggurakan akad (sélain | syirkah)_dalam sistem
ekonomi islam, terlebih dahulu=peneliti/kemukakan definisi dari bagi hasil
sebagaimana yang dikemikakansolelinChairumaiPasaribu dan Suhrawardi
K. Lubis, yaitu : “Perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari
hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah tersebut”. Lebih rinci disebutkan
pula definisi perjanjian bagi hasil dalam undang-undang nomor 2 Tahun
1960 pasal 1 (tentang perjanjian bagi hasil), yaitu:

“Perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara

pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada

pihak lain —yang dalam undang-undang tersebut diatas disebut
dengan “penggarap”™— berdasarkan perjanjian yang mana

 Untuk jelasnya, lihat Ibid., h. 76-79.
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penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk
menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah 31(3)<°,mi1ik,

k]

dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak™.

Diuraikan lebih lanjut, bahwa perjanjian bagi hasil diatas tidaklah
bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, dan perjanjian bagi hasil ini
dipandang lebih baik daripada perjanjian sewa menyewa tanah pertanian.
Hal ini disebabkan perjanjian sewa-menyewa tanah pertanian lebih bersifat
untung-untungan daripada perjanjian bagi hasil, karena hasil yang diperoleh
(produksi) dari tanah pertanian’yang disewatersebut belumlah diketahui
jumlah atau hasilnya, adapun jumlah pembayatannya (sewa tanah) telah
ditetapkan terlebih dahulu. Dartitulah] fkehadiran™ undang-undang tersebut
diatas lebih dimaksudkan sebagai-uSaha untuk-melindungi golongan yang
ekonominya lemah terhadap praktek-praktek yang sangat merugikan mereka
dari golongan yang kuat

Kaitannya dengan tisaha ‘melindungi, golongan yang ekonominya
lemah melalui perjanjian ybagi shasil,_-sebagaimana jang telah peneliti
kemukakan diatas— Khoiruddin Nasution dalam tulisannya Wilayah Kajian
dan Filsafat Ekonomi Islam menyimpulkan, bahwa filsafat ekonomi Islam
minimal terdiri dari dua bagian, yaitu: (1) Berkeadilan (‘adalah) dan (2)
adanya kesamaan kesempatan (a/-musawa) untuk memanfaatkan sumber

daya alam dan kesempatan yang ada.”!

3 1ihat Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam
Islam..., h. 61-63.

31 [ihar Khoiruddin Nasution, Wilayah Kajian dan Filsafat Ekonomi Islam, dalam
jurnal Millah..., h. 22.
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Kembali pada pembahasan mengenai sistem bagi hasil lainnya
dalam ekonomi Islam, sering pula kita mendengar beberapa istilah dari
sistem bagi hasil —yang akan peneliti kemukakan dibawah ini, meskipun
tidak secara rinci— dimana sedikit banyaknya sistem bagi hasil tersebut
berkaitan dengan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain, yaitu:*?

a. Al-Hawalah; menurut syara’ A/-Hawalah berarti pelimpahan utang
(pembayaran utang) kepada orang lain yang berutang kepadanya. A/-
Hawalah ini pada dasarnya ‘sama dengan menjual utang dengan utang,
namun hal tersebut diperbélelikan oleh &yari’at berdasarkan adanya
keperluan yang mendesak.

b. Ar-Rahn atau Gadai; yang menurdt syara>berarti menjadikan suatu harta
benda sebagai tanggungan untuk berhutang. Adapan barang atau harta
benda yang digadaikan hapis dapat-dijualyJika bafahg yang digadaikan
tersebut tidak dapat dijudlfimiaka trarSaksi, (akad) penggadaian tersebut
tidak syah. Selain itu,jakad gadai,dinyatakan. syah,apabila orang yang
menggadaikan barang menyerahkan barangnya kepada orang yang

memberi pinjaman.

32 Adapun sistem bagi hasil lainnya dalam ekonomi Islam — sebagaimana yang tersebut
diatas —banyak penulis kutip dari Ahmad Isa Asyur dalam tulisannya Figh al-Muyassar i al-
Mu‘imalst. Dan masih banyak lagi bentuk sistem bagi hasil lainnya dalam ekonomi Islam, beserta
syarat syah terwujudnya sistem bagi hasil tersebut maupun landasan hukumnya. Untuk jelasnya,
lihat Ahmad Isa Asyur, Figh al-Muyassar fi al-Mu‘amalat ..., h. 51-817. Untuk jelasnya mengenai
beberapa “hukum kerjasama” yang menggunakan akad, lihat dan baca pula Abu Bakar Jabir al-
Jazairi, Minkajul Muslim, di-Indonesia-kan dengan Ensiklopedi Muslim, terj. Fadhli Bahri,
(Jakarta : Darul Falah, 2001), h. 515-544.
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c. Syuf'ah; menurut syara’ syuf ah adalah hak untuk memberi pemilihan
atas suatu barang secara terpaksa bagi “teman lama” kepada “teman
baru” guna secara bersama-sama mengatasi kesulitan. Misalnya : ada
seseorang yang ingin membeli tanah, akan tetapi karena orang tersebut
masih kekurangan uang untuk membelinya, maka ia mencari seorang
“teman” untuk membeli tanah tersebut. Sehingga tanah tersebut menjadi
milik mereka berdua.

d. Ijarah; (disebut pula dengan' persewaan) falah, akad yang berkaitan
dengan dengan pemanfaatan barang.yarlg |dikehendaki yang telah
diketahui jenis penggunaannya. | Selanjutnya Ahmad Isa Asyur
mengemukakan, bahwa akad. persewaan inii_adalah tetap, dalam artian
kedua orang yang melakukan akad sewa menyewa ini tidak boleh
menghentikanakad sekehendakiiya, tetkectiali setelahisel€sai atau habis

waktunya menurut perjanjianyang telah'ditgtapkan.

B. Transportasi Angkutan Jalan Raya
1. Definisi Transportasi Angkutan Jalan Raya
Pengertian angkutan motor atau disebut pula angkutan jalan raya,
adalah: Pengangkutan dengan menggunakan kendaraan bermotor dan
kendaraan tidak bermotor dijalan raya. Kendaraan bermotor adalah setiap
kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang ada pada kendaraan

dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang, selain
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daripada kendaraan yang berjalan diatas rel®® Senada dengan uraian ini,
H.M.N. Nasution mengungkapkan bahwa angkutan bermotor adalah moda
transportasi yang menggunakan kendaraan bermotor sebagai fasilitas
operasinya yang bergerak dijalan ra.ya.34

Adapun yang membedakan alat transportasi dalam pembagiannya
ialah sifat jasa, operasi dan biaya. Transportasi terbagi pada lima bagian,
yaitu: angkutan kereta api (railroad or railway), angkutan motor dan jalan
raya (motor/road/highway (ransportation), 7angkutan laut (water/sea
transportation), angkutan udara- (@ir @rafisportation) dan angkutan pipa
(pipalene).”* Guna lebih mempetsempit batasar/penelitian ini, maka penulis
membatasi obyek penelitian ini pada alat angkutan bermotor atau angkutan
jalan raya.

Pembiayaan | pengaddan,._pemeliharaan | dén=\pengorganisasian
peralatan operasi dilakukan sendini olel{_perusaliaan angkutan, misalnya :
Perusahaan bus menibeli )] fiengoperasikan dafi_merawat sendiri armada
busnya. Sifat pembiayaan peralatan operasi pada perusahaan angkutan yang

demikian itu, adalah sama disemua alat angkutan yang lainnya.

3 Muchtaruddin Siregar,  Beberapa Masalah Ekonomi dan Management
Penganghutan, (Jakarta : Lembaga Penerbit FE-UL, 1950), h. 79.

34 Untuk lebih jelasnya, lihat HM.N. Nasution, Manajemen Transportasi..., h. 41.

3 bid, h. 17.
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2. Manfaat Transportasi Dibidang Perekonomian

Kegiatan ekonomi masyarakat adalah segala sesnatu yang berkaitan
dengan produksi, distribusi dan pertukaran kekayaan. Manusia
menggunakan sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya akan sandang,
pangan dan papan, Oleh karena itu, manusia tidak berhenti menyerbu
sumber alam dimana saja untuk membuat berbagai jenis barang yang
diperlukannya meskipun' sumber alam tidak terdapat disuatu tempat.
Selanjutnya, melalui proses produksi barang Siap pakai perlu dipasarkan,
begitupun seterusnya. Dan untuk itulah diperlukannya transportasi.

Selanjutnya kegiatan | €konomi |bertuyjuan memenuhi kebutuhan
manusia dengan manfaat, transportasi adalah satahsatu jenis kegiatan yang
menyangkut peningkatan kebutuhan manusia dengan mengubah letak
geografis orang maupumbarang. ‘Dengan transportasif bahanbaku dibawa
menuju tempat produksi dah‘hasil produksi/\dibawa kepasar. Selain itu,
dengan transportasi pulaj para kensumen—datang, kegpasar atau tempat
pelayanan kebutuhannya, seperti: rumah sakit, pusat rekreasi dan lain
sebagainya.3 6

Selain beberapa manfaat diatas, angkutan (dalam hal ini disebut
pula dengan transportasi —pen.) sangat dirasakan memiliki peranan yang

sangat penting, hal ini disebabkan transportasi mencakup hampir semua

38 HMN. Nasution, Manajemen Transportasi..., h.13.
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aktifitas manusia, terutama dibidang sosial ekonomi maupun dalam bidang
politik dan pertahanan negara.

Senada dengan uraian diatas, Samiadji Soerjotjaroko — dalam
tulisannya Ruang Lingkup Hukum Angkutan Darat dan Laut —
memberikan contoh akan pentingnya transportasi. Misalnya dalam
pengadaan dan penyediaan pangan (umpamanya sembilan bahan pokok),
bila angkutan macet, maka seketika itu pula masyarakat menjadi gelisah dan
harga bahan pangan menjadi, goncang. “Akibatnya, dunia perdagangan
menjadi “terpukul”, karena pada dasamya pengangkutan itu merupakan
jembatan penghubung antara |produsen’dan konsumen yang secara tidak
langsung hal tersebut menjadi—barometer stabilitas harga.’’” Penulis juga
menambahkan, bahwa tanpa suatu) pengangkutan yang baik dan lancar,
tidaklah mungkin suatu daerah yang.potensial, bagi industri, kepariwisataan
maupun memiliki sumber daya alam yang berlimpah, dapat maju dan
berkembang,.

Disamping bebétapa./manfaat \sebagaimana‘-yang telah peneliti
kemukakan diatas, tidaklah berlebihan kiranya apabila disebutkan bahwa
melalui transportasilah perkembangan suatu wilayah maupun daerah dapat
tercipta. Hal ini didasarkan pada pengembangan unsur perdagangan dan
perekonomian dari daerah yang terisolir menjadi daerah yang mudah

terjangkau dalam jaringan perekonomian.

37 Lihat Samiadji Soerjotjaroko, Ruang Lingkup Hukum Angkutan Darat dan Laut,
dalam Hukum Angkutan Darat dan Laut, (Semarang : Binacipta, 1978), h. 30-31. Ditambahkan
pula, bahwa pada dasamya pengangkutan melalui darat itu digunakan untuk menghubungkan kota
yang satu dengan kota yang lain atau daerah yang lainnya di satu pulau. Lihat Ihid.
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3. Kerjasama Dibidang Transportasi

Sebelum dibahas secara rinci mengenai apa dan bagaimana
kerjasama dibidang transportasi, terlebih dahulu penulis, mengemukakan
gambaran umum dari apa yang dinamakan dengan kerjasama tersebut. Udai
Pareek mengemukakan, bahwa kerjasama dapat didefinisikan dalam kaitan
dengan seseorang yang bekerja dengan seseorang lain atau lebih untuk
mencapai suatu tujuan yang dianggap dapat dibagi.”®

Uraian yang dikemukakan olgh Udzi| Pareek ini, secara tidak
langsung menunjukkan bahwa, jika tujnan{dalam hal ini keuntungan dalam
pengelolaan usaha) dianggap dapat dibagi, maka|bekerja dengan orang lain
untuk mencapai tujuan tersebut merupakan perilaku dari kerjasama. Akan
tetapi, jika tujuannya tidak dapat dibagi, maka hal semacam itu bukanlah
bagian dari kerjasama akan tetapi [ebilrmenujuk pada Bentuk persaingan.

Baik kerjasama ataupun persaifigan/memiliki arti penting dalam
perilaku berorganisasin, Sehingga~tidaklah=mengherankan jika terdapat
fungsi-fungsi baik itu dari persaingan ataupun kerjasama. Hal ini
sebagaimana yang diuraikan ulah Udai Pareck dalam analisisnya tentang
fungsi dari masing-masing prinsip tersebut. Adapun fungsi dari persaingan

adalah:*®

381 ihat Udai Pareek, Perilaku Organisasi..., h. 187.

¥ 1 that Ibid., h. 190-195.
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a. Mengembangkan identitas; Dalam persaingan, seseorang dapat menguji
identitas dirinya, dengan melihat keunikannya, kekuatannya,
kemampuannya, kelemahannya dan lain sebagainya.

b. Mengembangkan tanggung jawab; Pada dasarnya dalam kerjasamapun
dituntut tanggung jawab individu dalam berperilaku. Akan tetapi
persaingan lebih membantu pengembangan rasa tanggung jawab, hal ini
dikarenakan seseorang dipaksa untuk menghadapi akibat dari
tindakannya.

c. Mengembangkan standar-stindar, intemt; Dalam persaingan, masing-
masing individu dituntut |untuk lebih memperhatikan faktor intern
(berupa keunggulan dan kelemahian) difinya;; Sehingga hal semacam itu
dapat menopang “semangatnya” untuk menentukan tujuan dan
mengambil langkah-langkall yarnig'ingifi diCapainya.

d. Mengembangkan keunggulan; Persaifigan/\ dapat membantu individu
untuk

e. Lebih memperhatikan faktor keunggulan (motivasi prestasi). Jika
terdapat unsur persaingan dalam diri seseorang, maka ia akan berusaha
untuk selalu memperoleh “keberhasitan” yang lebih besar.

f Mengembangkan kreatifitas seseorang; Yang terpenting dalam prinsip
persaingan adalah, dimana seseorang akan terbantu untuk selalu
mengembangkan kreatifitas dirinya, dan ia selalu akan berusaha

menemukan cara-cara baru dalam memegahkan persoalan.



49

g Mengembangkan Autonomi; Persaingan membantu seseorang dalam
mengembangkan cara sendiri ketika mempertimbangkan suatu masalah
dan mencari pemecahannya. Autonomi juga dapat membantu seseorang
dalam memperhatikan identitas, dan jika digunakan dengan baik, hal
tersebut dapat membantu seseorang untuk menghormati identitas orang
lain.

Adapun prinsip kerjasama_dalam perilaku berorganisasi, dapat
mengembangkan berbagai hal, diantaranya ialah :

a. Mengembangkan kebersamaan; Kerjasatna -sangatlah membantu dalam
pembinaan hubungan, dari|itulah tercipta kebersamaan. Sehingga tanpa
disadaripun, akan tumbuh dalam prinsip-kebersamaan ini sikap saling
menghormati ataupun saling menerima dari berbagai individu.

b. Mengembangkan [ideide\dan “altermatif, Dari kefjasamaytercipta pula
usaha masing-masing individu untuk\membentuk ide-ide, pemikiran
masalah, maupunj, pemecahan palternatif~ Sehingga pengambilan
keputusan dapat dipermudah dengan adanya penyelesaian alternatif
tersebut.

¢. Mengembangkan sikap saling mendukung dan memperkuat ; Dalam
kerjasama, usaha untuk saling membantu pada diri masing-masing
individu dapat terbentuk dengan sendirinya. Sehingga tujuan untuk
mencapai keberhasilan dapat diperkuat, yang secara tidak langsung

membentuk kelompok yang kuat pula.
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d. Mengembangkan sinergi (kemitraan), Kerjasama sangat membantu
membangkitkan sumber daya yang kuat dalam suatu kelompok. Dengan
rangsangan bermitra secara terus menerus, maka jumlah ide-ide yang
diperoleh akan lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah ide yang
disumbangkan secara perorangan.

e. Mengembangkan tindakan kolektif, Orang-orang yang melakukan
kerjasama, tentunya akan lebih meningkatkan kesatuan kelompok mereka
dalam bertindak atau bertisaha#Sehingga | tidaklah berlebihan jika
kemudian muncul asumsi Cyang ‘menyatakan bahwa, semakin tinggi
tingkat kerjasama maka semakin besar kekuatan suatu kelompok untuk
bertindak bersama.

f. Mengembangkan keahlian; Dengan adanya kerjasama, maka keahlian
dari masing-mtasing orang’ dalamr suatu Kelompok'akan tercipta. Karena
didalam kebersamaan itu,«kelémahdn-setiap/orang dapat tertutupi oleh
keunggulan yang dimiliki mittanya, begitupunrsebaliknya.

Adapun jenis organisasi dalam fungsi transportasi, biasanya kurang
dipersiapkan pembentukannya dan seringkali disusun tanpa memperhatikan
semua masalah transportasi. Organisasi demikian itu, sering kurang
bertanggung jawab terhadap mereka yang terlibat. Dan fungsi itu, sendiri
pada umumnya kurang lengkap, karena bagian-bagian dari kegiatan jasa

pengangkutan dikerjakan oleh fungsi lain.*

0 thid, h. 13-39.
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Adapun organisasi (dibidang transportasi), baik sebagai kerangka
maupun sebagai proses adalah penting, karena tanpa organisasi tidak akan
ada manajer yang dapat melakukan pekerjaan jika tidak melalui dan
bersama-sama orang lain. Dalam hubungan ini, salahsatu tugas pokok
seorang pimpinan adalah menciptakan team work antara sesama anggota
organisasi.

Kiranya perlu peneliti tambahkan dalam pembahasan mengenai
kerjasama dibidang transportasi ini dengan beberapa uraian yang
menyangkut perjanjian pengangkutan, ‘Chaifuman Pasaribu dan Suhrawardi
K. Lubis dalam tulisannya Hukium Perjanjian dalam Islam (sebagaimana
dikutip dari Subekti) mengemukakatl maksyd dari perjanjian pengangkutan,
yaitu : “Suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan
aman membawa lorang atau bafang-dari-saty tempat ketempat lain”.*! Lebih
jauh penulis menguraikan addnya unsur/kerjasamla dari definisi diatas, hal
ini terlihat dari pihakpyang=bersedia,untuk-mengangkut dan pthak yang
diangkut.

Selain itu, peranan dan tanggung jawab pemerintah dalam bidang

angkutan (menurut hemat peneliti) juga merupakan suatu bentuk kerjasama

41 1ihat Chairuman pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam
Islam..., h. 160-161. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa, pada dasarnya pengangkut tidak mesti
menyediakan alat angkutan. Hal ini diperjelas dengan contoh yang dikemukakan penulis, misalnya
si A sebagai seorang supir, tetapi dia tidak memiliki mobil untuk mengangkut, kemudian si B
memiliki mobil akan tetapi tidak punya kesanggupan untuk mengangkut, maka B menyuruh si A
untuk mengangkutnya (maupun barangnya) dengan mobil tersebut, lantas si A menyanggupinya,
maka dalam hal semacam ini dapat pula dikategorikan dengan apa yang dinamakan perjanjian
pengangkutan. Tentunya beberapa uraian diatas mengindikasikan betapa pentingnya konsep
kerjasama dibidang transportast tersebut. Untuk jelasnya, lihat Ibid.,
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antara pemerintah itu sendiri dengan pihak pengusaha angkutan. Hal ini
terlihat dalam pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 (bidang angkutan jalan
raya) yang diatur sebagai berkut:

a. Negara menguasai dan menyelenggarakan angkutan jalan raya yang
vital, baik angkutan orang maupun angkutan barang (pasal 15).

b. Mengatur dan memberikan bimbingan kepada angkutan swasta demi
tercapainya koordinasi antara semua jenis angkutan jalan raya (pasal
16).

c. Pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor (pasal 13) dan
pengusahaan bis umum untuk pengangkutan orang dengan izin.

Izin yang dimaksud di atas, diberikan‘untuk :

1) Trayek-trayek yang seluruhnya berada di’ dalam daerah tingkat I
oleh gubemnur atau kepald daerah tingkat'l, dan trayek-trayek yang
melalui Jebih dari satu daerahytingkat’] oleh pejabat-pejabat yang
ditunjuk oleh menteri.

2) Trayek-trayek yang selurghnya berada dalam daerah Kotamadya
oleh walikota atau kepada-daerah.

3) Atas usul gubernur atau kepala daerah tingkat I yang bersangkutan,
menteri dapat menunjuk> trayek- diluar ‘batas kota yang dapat
dilayani oleh mobil penumpang umum, hanya dengan izin yang
diberikan oleh pengusaha pada.bagian a.dan b di atas. (pasal 19).4

Terkait dengan uraian diatas, dalam Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga Organda (Organisasi=Angkutan’Darat) disebutkan, bahwa
dikarenakan pembinaan dunia.angkutan‘diarahkaf unfuk,menciptakan tata
hubungan yang mendorong terwujudnya kerjasama yang serasi, maka
organisasi (dalam hal ini Organisasi Angkutan Darat — pen.) diharapkan
mampu memegang peranan yang besar untuk mewujudkan pemerataan
kesejahteraan masyarakat, memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa

serta meningkatkan ketahanan nasional, sehingga organisasi angkutan darat

42 | ihat Ditjen Pethubungan Darat, Pokok-pokek Hukum Dewasa Ini dalam Bidang
Anghkutan Darat, dad\am Hukum Angkutan Darat dan Laut..., h. 99.
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harus bebas dari pengaruh dan kepentingan politik manapun dan ia
merupakan organisasi kemasyarakatan.*’

Selain dengan pemerintah, bentuk kerjasama dibidang transportasi
tentunya dapat pula terjalin dengan “dealer kendaraan™ sebagai pihak yang
memproduksi kendaraan serta pihak bank yang memberikan pinjaman
bentuk kredit kepada masyarakat yang berkecimpung dalam usaha
transportasi, yang pembahasannya akan peneliti kemukakan pada bagian

lain hasil penelitian ini.

C. Perusahaan Yang Bergerak Di Bidang Transportasi
1. Definisi Pernsahaan
Dalam pasal 1 Undang-undang No. 7 tahun 1981 tentang wajib
lapor ketenagakerjaan di\penisghaan —sébagaimiana dikatip ol€h Djumialdji—

disebutkan bahwa definisi dari perusahaan adalah;

“Setiap bentuk | gsahd™ vang dijalankan dengan/tujuan mencari
keuntungan atau "tidak;=batk=milik ‘swastamaupun* milik negara
yang mempekerjakan buruh, sedangkan usaha sosial dan usaha lain
tidak berbentuk perusahaan dipersamakan dengan perusahaan
apabila mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain
sebagaimana layaknya perusahaan mempekerjakan buruh”.*

Sebagai perbandingan, Sudarsono dalam tulisannya Pengantar

Ekonomi Perusahaan mengemukakan, bahwa definisi dari perusahaan

3 Lihat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organda, dalam Keputusan
Musyawarah Nastonal Organda ke-X1, Jakarta, 1992, h. 6.

* Lihat Djumialdji, Perjanjian Kerja, Cet. 3, (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), h. 119.
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tidaklah terlepas dari pendekatan-pendekatan yang bersumber dari berbagai

segi dalam memahami definisi perusahaan tersebut. Pendekatan-pendekatan

yang perlu diperhatikan adalah:

a.

Jumlah pelaku; apakah kegiatan ekonomi tersebut dilakukan seorang diri
ataukah bersama-sama dengan orang lain dalam suatu kelompok.
Keteraturan; apakah kegiatan ekonomi yang dilakukan bersifat teratur
dan berkesinambungan ataukah tidak teratur.

Lokasi geografis atau tempat kedudukan “; apakah kegiatan ekonomi
tersebut dilakukan di tempat terténtn ataukah)di tempat lain.

Wadah kelembagaan; apakah Kegiatan ekonomi yang dilakukan
merupakan kegiatan yang dilémbagakan (formal) ataukah tidak
dilembagakan (nonformal}.

Prioritas terhadap laba; apakalrkegiatan ckenomi yang dilakukan sangat
memperhatikan unsur laba ataukah kurang meniperhatikan unsur laba.
Asal-usul; apakahy kegiatan, ekenpmiy yanggtimbuly dikarenakan orang
bekerja pada pihak lain, ataukah didirikan dan dioperasikan sendiri oleh
seseorang maupun suatu kelompok.**

Berangkat dari beberapa pendekatan di atas, lebih jauh Sudarsono

mengemukakan, bahwa definisi dari perusahaan adalah:

“Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang
dalam wadah kelembagaan formal ditempat tertentu, dan
diorganisasikan serta dijalankan secara teratur dan berkesinambungan

45 1 ihat Sudarsono — Peny. (dkk), Pengantar Ekonomi Perusahaan : Buku Panduarn

Mahasiswa, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 29-30.
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untuk membuat, menyediakan atau mendistribusikan barang maupun

jasa bagi masyarakat yang mau dan mampu untuk membelinya”.*®

Kiranya tidaklah terdapat perbedaan mendasar dari beberapa
definisi perusahaan sebagaimana yang telah peneliti kemukakan di atas.
Namun yang menjadi tolak ukur selanjutnya adalah bagaimana “peran”
hukum dalam mensosialisasikan suatu “wadah” kegiatan ekonomi menjadi
sebuah perusahaan.

Sedangkan pengertian__daripengusaha —seperti yang dikutip
Djumialdji— dalam pasal 1 Peraturan pemerintah No. 8 tahun 1981-tentang
Perlindungan upah, tidaklah terlepasydarigketiga komponen di bawah ini,
yaitu;

a. Orang, persekutuan atau- badan_ hukum/(yang menjalankan suatu
perusahaan milik sendiri-

b. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendin
menjalankamperusahaan/bukanmiliknya.

c. Orang, persekutuan atau 'badan hukum!yang/betada.di Indonesia
mewakili perusahaan_ termaksud pada huruf a dan b di atas, yang

berkedudukan di luar IndSnesia.*Z

Kaitannya @éngafrperusdhadn frafiSpértasi yang menjadi
pembahasan dalam penelitian ini —sebagaimana wawancara yang peneliti

lakukan dengan bapak H. Abdul Kadir-,*® pada dasarnya terdapat

* Lihat Ibid Selanjutnya bandingkan dengan definisi perusahaan sebagaimana yang
dikemukakan oleh Gilarso, yaitu : Suatu satuan ekonomi yang bertujuan untuk menyelenggarakan
sebagian dari proses produksi masyarakat dan dengan demikian mendapatkan laba atau
penghasilan. Untuk jelasnya lLihat pula Gilarso, Pengantar HNmu Ekonomi Bagian Makro,
(Yogyakarta : Kanisius, 2000), k. 116.

%7 Lihat Djumialdji, Perjanjian Kerja..., h. 118.

“ Sebagaimana wawancara peneliti dengan H. Abdul Kadir (Pimpinan salahsatu
Perusahaan Angkutan Kota CV. Tepian Indah, yang juga salah seorang pengurus Organda
Samarinda), pada tanggal ; 6 Februari 2002,
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perbedaan definisi antara pengusaha dengan pemilik kendaraan. Dimana
pada umumnya masyarakat setempat lebih mendifinisikan pengusaha
dengan istilah “Ketua Grup” atau orang yang menjadi pimpinan sebuah
perusahaan, sedangkan pemilik kendaraan adalah orang yang memiliki
kendaraan angkutan kota dan hanya bernaung maupun menggunakan nama

suatu perusahaan semata.

2. Macam-Macam Perusahaan
Di Daerah Samarindagl yanggihenjadi- lokasi penelitian, terdapat
beberapa perusahaan yang bergerak @ibidang-fransportasi. Adapun bentuk
perusahaan yang tersebut, terdiri darn: 15 buah perusahaan bentuk
persekutuan komanditer (Comanditaire. Viennotschape), 17 buah bentuk
koperasi dan 1 buah perusahaan berbentuk perseroan terbatas.”
Tanpa mengurangi pentingnyd uraiambentuk/perusaliaan yang ada
di Indonesia, disamping untuk-lebih mémfokuskan pembahasan tesis ini,
maka peneliti mencobay puntuk-~menguraikan= definisi ketiga bentuk
perusahaan yang peneliti kemukakan di atas.
a. Persekutuan Komanditer (Comanditaire Vennotschap)
Sebagaimana dikemukakan oleh Sudarsono, bahwa yang
dimaksud dengan persekutuan komanditer, adalah : perusahaan yang

merupakan suatu persekutuan dan didirikan oleh satu ataupun beberapa

*? Rincian data tersebut di atas, sebagaimana yang tertuang dalam buku Angkutan Kota
Dllaj Kota Samarinda, tahun 2001.
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orang yang mempercayakan uang atau barang kepada satu atau beberapa
orang yang dianggap mampu menjalankan sebuah perusahaan.50

Dengan sendirinya definisi di atas memberikan gambaran kepada
kita, bahwa terdapat dua unsur yang saling terkait dan mendukung dalam
mewujudkan terbentuknya sebuah perusahaan komanditer.

Adapun kedua unsur tersebut terdiri dari : Pertama, unsur sekutu
komanditer atau sekutu yang mempercayakan uang dan barangnya. Dan
kedua, unsur sekutu komplementer atau| orang yang dipercaya
menjalankan dan memimpin perusabaan.’

Selanjutnya, Sudarson0 kembali mengemukakan kebaikan dan
keburukan persekutuan komanditer “ini—Untuk jelasnya lihat dan

perhatikan tabel dibawah ini:>

Fabel. 1
Kebaikan Dan Keburukan Persekutuan Komanditer

Kebaikan Perusahaan
Komanditer

Keburukan Perusahaan
Komanditer

Untuk mendirikan perusahaan

1.

Kelangsungan hidup

ini tidaklah sulit. perusahaan komanditer tidak

. Kebutuhan modal relatif lebih menentu, karena hanya
mudah untuk dipernuhi, yaitu tergantung pada sekutu
dengan cara  menyertakan komplementer.

30 1 ihat Sudarsono, Pengantar Ekonomi Perusahaan..., h. 56.
31 Untuk jelasnya lihat Ibid.

2 Mengenai uraian kebaikan dan keburukan perusahaan komanditer, lihat dan
perhatikan Ibid, h. 57-58.
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ini, yaitu : unsur kerjasama dan gotong royong serta mempererat tali
persaudaraan dikalangan sesama anggotanya.**

Dari beberapa uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa ciri khas
koperasi Indonesia, yaitu:

1) Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang dan bukan
perkumpulan modal, yang bergotong royong berdasarkan
persamaan, bekerja untuk memajukan kepentingan-kepentingan
ekonomi mereka dan kepentingan masyarakat.

2) Sebagat badan wusahayang—berjuang untuk memenuhi
kepentingan-kepentingan’ekonomi, baik untuk anggota maupun
masyarakatnya.

3) Meskipun dalam usahafnya koperasi dapat melakukan bisnis
dengan pihak ketiga (bukangafggota koperasi bersangkutan),
akan tetapi hal tersebutindak melupakan kepentingan para
anggotanya.,

4) Koperasi Indonesid merupakan wadah demokrast ekonomi dan
sosial, karena anggotanya- selalu melakukan kerjasama,
kegotong royongan berdasarkan/ persamaan hak, kewajiban dan
derajat. Koperasi adalah milik anggota dan kekuasaan tertinggi
adalah rapat anggota,

5) Dalam koperasi\Jndoficsia,\ keSadaran para  dfiggota untuk
melakukan aktifitas, musyawarah dan mufakat adalah hal yang
diutamakan.

6) Koperasi Indonesia “menigutamakan kepentingan bersama dari
semua anggota yang bernaung dalanrkoperasi tersebut.”

Dengan berbagai pembenahan-pembenahan (kalau tidak ingin
dikatakan pembaharuan), maka koperasi menjadi sebuah bentuk
kerjasama sebagaimana yang banyak kita ketahui selama ini. Terlepas
kemudian, apakah sistem operasional (baca : praktek) koperasi yang

muncul dari eropa atau yang sedang diterapkan di Indonesia tersebut

3% yihat Ali Hasan, Masail Fighiyyah: Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga
Keunangan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 68.

5% Untuk jelasnya lihat Abmad Dimyati (dkk.), Islam dan Koperasi..., h. 12-13.
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sesuai dengan syari’at Islam. Ataukah, koperasi dari sistem kapitalis itu
menjadi acuan penting bagi umat Islam dalam membangun sistem
ekonomi yang di idam-idamkan pembentukan dan penerapannya dewasa
ini.
. Perseroan Terbatas (PT)
Adapun yang dimaksud dengan perseroan terbatas sebagaimana
yang dikemukakan oleh Sudarsono adalah:
Suatu persekutvan unttk menjalankaf perusahaan yang memiliki
modal usaha atas sahamisaham,/dimana para pemiliknya turut
bagian sebanyak satu atau lebih saham.
Guna lebih memperjelas“kinera>bentuk perusahaan ini, maka
pada tabel dibawah ini kembali dikemukakan kebaikan dan keburukan

bentuk perusahadn init!
Tabel. 2

Kebaikan Dan Keburukan Perusahaan Perseroan Terbatas

Kebaikan Perseroan Terbatas | Keburukan perseroan Terbatas

I. Pemilik perusahaan mempu- j 1. Selain pajak penghasilan yang

nyai tanggung jawab terbatas.
2. Ada pemisahan antara pemilik
perusahaan dan  pengurus

dikenakan pada pengurus,
juga dikenakan pajak atas laba
yang diperoleh perusahaan.

perusahaan. 2. Pendirian perusahaan relatif
3. Dengan dilakukannya lebih  sulit  dibandingkan
pemilih-an _pengurus dengan bentuk-bentuk

% Lihat Sudarsono, Pengantar Ekonomi Perusahaan..., h. 58.

57 Lihat Ibid, b. 62-63.
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perusahaan atas dasar
kemampuan, maka kontinuitas
perusahaan lebih terjamin.

. Modal yang dibutuhkan cukup
mudah  diperoleh,  yaitu
dengan menjual saham.

. Dapat dicapai efisiensi dalam
pimpinan perusahaan, karena
perusahaan menempatkan
orang yang tepat.

. Pemilik perusahaan mudah
berganti tanpa membubarkan

terdahulu  dan  dibutuhkan
biaya yang cukup besar.

. Bidang perusahaan ini sulit

diubah, karena selain harus
mengubah akta pendirian, juga
sulit untuk mengubah
investasi yang telah dilakukan.

. Semakin besar suatu

perusahaan (karena berbentuk
perseroan  terbatas) ada
kecenderungan hubungan
antar personal menjadi terlalu

formal, selain 1tu ada
perbedaan  motif  antara
perhilik  dengan  pengurus
perusahaan.

perusahaan.

Ditinjau dari sudut organisasinya, dalam perseroan terbatas
selain terdapat pemisahan!zntara“kekayaan perusahaan dan kekayaan
pemilik perusahaan, ada pula pemisahan’antara pemilik dengan pengurus
perusahaan.”®

Hal ini tentunya mmtuk menjaga) kelangsungan hidup bentuk
perusahaan ini. Adapun diantara cara yang dilakukan adalah diserahkan
“pengelolaan™ perusahaan kepada pengurus yang ahli dalam bidangnya
dan tidak tergantung pada pemilik perusahaan semata. Dengan
sendirinya, hal semacam inilah yang membedakan bentuk perusahaan ini

dengan perusahaan-perusahaan lainnya.

8 Ibid., h. 59.
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D. Perjanjian Kerja dalam Islam
1. Definisi

Perjanjian kerja dalam Islam pada dasamya sama dengan sewa
me;nyewa atau Jjarah, akan tetapi pada perjanjian kerja ini kemanfaatnya
atas suatu tenaga atau perbuatan,>

Perjanjian kerja sebagaimana definisi Taqiyuddin an-Nabhani
dapat dilihat dari terminologi /jarak yang diartikan sebagai pemilikan jasa
dari seorang ajir (orang yang dikortrak ‘tenaganya) oleh musta’jir (orang
yang mengontrak tenaganya) ‘serta/pemilikan harta dari pihak m-ustajir
oleh qjir.%

Jjarah sebagai transaksi-terhadap jasa tertentu dengan kompensasi,
adakalanya menyebutkan suat-pekerjaan|tertentu yang harus dikerjakan
ajir, dan adakalanya menyebutkan jasa pekerjaan sendiri. Apabila
transaksi tersebut.menyebutkan jjasa suatuspekerjaan’tertentu. maka, yang
disepakti itulah yang merupakan jasa \yang sharus dilaksanakan. Dan
apabila di dalam transaksi tersebutuienyebutkafijasa seseorang maka yang
disepakati adalah jasa pada orang yang bersangkutan.

2. Syarat dan Rukun Perjanjian Kerja

Syarat-syarat sah perjanjian kerja dalam hukum Islam meliputi
syarat-syarat subyek dan syarat-syarat obyek. Adapun syarat-syarat subyek

yang melakukan perjanjian kerja adalah:

*® Moh. Anwar, Figh Islam; Muamalat, Munakahat, dan Faraid, (Bandung: Ma’arif,
1979), h.67

% Tagiyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Prespektif Islam,
terj.: Muhammad Maghfur, cet 4 (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 83.
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a. Kecakapan orang bertindak.

Orang yang berakad disyaratkan cakap atau mampu, yaitu kedua—
duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang
berakad itu gila atau anak kecil yang belum bisa membedakan, maka
akadnya tidak sah.

b. Adanya kerelaan kedua belah pihak.

Artinya tidak boleh adanya pemaksanaan di antara orang-orang
yang mengadakan perjanjiatljjarah.°'

Adapun syarat-syarat dari)obyek perjanjian kerja adalah:

a. Pekerjaan yang diperjanjikan termasuk pekerjaan yang mubah atau
halal menurut syara’, berguna bagi-perorangan atau masyarakat.
Pekerjaan-pekerjaan yang haram menurut ketentuan syara’ tidak dapat
menjadi obygk perjaanjian,

b. Manfaat kerja yang diperjanjikan/\dapat /diketahui dengan jelas.
Kejelasan manfaat pekerjaan, jiniy dapat=diketahui dengan cara
mengadakan pembatasan waktu atau jenis pekerjaan yang harus
dilakukan.

Dalam transaksi Jjarah/perjanjian kerja ada yang harus menyebutkan
pekerjaan yang dikontrak saja, misalkan menjahit, atau mobil sampai
tujuan. Ada juga harus menyebutkan waktunya yang dikontrakan tanpa

menyebut takaran kerjanya, dan ada pula menyebutkan waktu dan

Sl As-Sayid Sabiq, Figh As-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), III: 198.
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kerjanya. Oleh sebab itu apabila pekerjaan yang tidak ada takaran harus
disebutkan waktunya. Untuk menghindari ketidakjelasan. Sebab apabila
tidak jelas maka tidak sah perjanjian kerjanya.

Tiap Bentuk dan jenis pekerjaan pekerjaan yang halal, maka hukum
yang mengontraknya juga halal. Sehingga transaksi ZJjarah tersebut boleh
dilakukan dalam perdagangan, perindustrian, pelayanan, perwakilan, dan
lain sebagainya. Mengontrak suatu pekerjaan adakalanya dilakukan
terhadap jenis pekerjaan téftentn, dan ada kalanya pekerjaan itu
dideskripsikan dalam suatu peKerjaan.

Apabila transakasi f[farak ini dilakukan terhadap pekerjaan tertentu,
maka hukumnya wajib bagi pekerjatntuk-mengerjakan sendiri. Sedangkan
apabila Jjarah pada zat yang dideskripsikan dalam suatu pekerjaan maka
boleh dikerjakan) seadiri\ Boleh- juga ‘erang |lain\ Yang terpenting
pekerjaanya jelas.

Dalam menentukan bentuk.pekerjaan.ini disyaratkan menghilangkan
kekaburan (dapat menimbulkan banyak persepsi), sehingga transaksi
Ijarahlperjanjian kerja tersebut peketjaannya jelas. Dengan kejelasan
tersebut menghilangkan kefasidan dan menjamin para buruh dari tindakan
kesewenang-wenang pihak majikan dalam memperlakukan para pekerja

serta menghilangkan kecekcokan dan konflik. 62

6? Tagiyuddin An-Nabhani, Membangun.. ., h. 88
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¢. Upah sebagai imbalan pekerjaan harus diketahui dengan jelas, termasuk

jumlahnya, wujudnya, dan waktu pembz;lyaran.63

3. Hak Serta Kewajiban Buruh/Pekerja dan Majikan/Pengusaha
Dengan terjadinya perjanjian kerja akan menimbulkan hubungan
kerja antara majikan/pengusaha dengan buruh/pekerja yang berisi hak-hak
serta kewajiban-kewajiban bagi masing-masing pihak. Hak dari pihak
yang satu merupakan kewajiban bagipihak lainnya. Dengan demikian
masing-masing pihak wajib melaksan@kai. sesuai dengan perjanj jan.

-

"}o }of T PR .9 £ .

Artinya: “Hai orang-orang yang berimary penuhilah agad-aqad itu.” 5

Adapun yang menjadi hak serta kewajiban buruh/pekerja adalah
sebagai bertkut:
a. Kewajiban buruh/pekerja sebagai begiKut:
1. Burub/pekerja Wajib melaksankan pekerjaan yangdiperjanjikan.
Kewajiban pekerja menengerjakan sendiri pekerjaan yang
diperjanjikan terutama menyangkut ajir khas (pekerjaan khusus).

Jika menyangkut pekerjaan umum (gjir musytarak) harus dsebutkan

63 Ahmad Azhar Basyir, Refleksi ..., h.191.
64 QS. Al-Maidah (5) : 1.

¢ Depag R, Al-Qur’an..., h.156.
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syarat-syaratnya ketika perjanjian dilakukan dan harus disepakati
pihak-pihak yang terlibat. %
2. Pekerja wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan waktu
perjanjian.. &7
Kewajiban pekerja agar bekerja benar-benar pada waktu yang
telah diperjanjikan terutama menyangkut maenfaat kerja yang
diperoleh dengan ketentuan waktu. Dalam waktu bekerja yang telah
disetujui, pekerja tidak di/perkenankan bekerja untuk orang lain. Jika
ditentukan misalkan bekerja sehar selama delapan jam maka pekerja
wajib melakukan pekerjaan dalam waktayang telah ditentukan. 58
Sebab pendapatan yang baik\dan kalal merupakan pendapatan
yang diperoleh dari pekerjaan yang/jujur-terhadap majikan.
3. Buruh wajib pekerjean dengan tekun seermats.dan telitis
4. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk
dikerjakan.
Barang yang dipercayakan.kepada buruh.wajib-dijaga oleh seorang

buruh sebagaimana menjaga pada anak yatim.

% Ahmad Azhar Basyir, Refleksi ..., h.194
67 Chauruman Pasaribu, dan Suhrawardi, K. Lubis, Perjanjian.. ., h.156.
8 Ahmad Azhar Basyir, Reffeksi..., h.194.

¢ Chauruman Pasaribu, dan Suhrawardi, K. Lubis, Perjanjian ..., h.156
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5. Buruh/pekerja wajib membayar ganti atas barang yang rusak”

Ganti rugi barang tersebut berasal dari majikan maupun dari
pihak ketiga. kerugian tersebut baik itu bentuk ekonomi maupun
materiil. Yang wajib dibayar oleh buruh/pekerja karena kesengajaan
dan kelalainnya.

b. Hak Buruh/Pekerja
Adapun yang menjadi hak buruh dengan adanya perjanjian
antara lain:
1. Hak Atas Upah”*

Ijaral/perjanjian kerja“adalal”trafisaksi jasa tertentu dengan
menerima kopensasi.kompensasi tersebut sebagai balasan jasa yang
telah diberikan oleh para-buruh/pekerja.Dengan demikian seorang
burub/pekerja yang telah memberikan jasa, maka berhak atas
kompensasi-atau honoratau-upah.

Pada dasarnya . “upah /atau/\gaji yang di berikan
majikan/pngusaha_jkepada~—pekerja—bukanlah kebaikan hati dari
majikan/pengusaha, akan tetapi merupakan nilai atau balasan yang di
peroleh atas pekerjaan. Oleh sebab itu jtka seorang
majikan/pengusaha melalaikan kewajibanya maka burub/pekerja
berhak menuntut.

Bagi ajir khas hak atas upah ditekan pada kehadiranya

menyerahkan diri untuk melakukan pekerjaan dalam waktu yang

™ Ibid., h.156

" Ibid.
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telah ditentukan. Sedangkan bagi ajir mustarak hak atas upah
ditekan pada diselesaikanya pekerjaan yang diperj anjikan.”
2. Hak menerima pekerjaan sesuai dengan kemampuanya. 3
Bekerja merupakan hak mutlaq yang dimiliki setiap muslim.
Dan seorang yang muslim bekerja sesuai dengan kemampuannya.
Artinya ia berhak menolak sesuatu pekerjaan yang dirasakan berat
dan di luar kesepakatan.
3. Hak atas perlakukan baikdalam lingkumigan kerja.™
Para buruh/pekerjaberhakfiintuk niendapatkan perlakukan baik
dalam kedudukannya sebagai manusia yang berkehormatan. Pekerja
berhak memperoleh kenikmatan bekerja,waktu istirahat cukup, jam
bekerja terbatas dan sebagainya. ) Dengdn perlakuan baik ini akan
memberikan rasa aman dan suasana tentram serta keefektifan kerja
tidak terganggu.
4. Hak atas jaminan atas bahaya.yang-dialatei pekerja dalam melakukan
pekerjaan.
Hak jaminan ini berlaku dalam bahaya yang dialami pekerja
bukan atas kesalahan pekerja sendiri. Dalam hal bahaya pekerjaan

yang dialami adalah atas kekhilafaan pekerja sendiri, jaminan atas

72 Ahmad Azhar Basyir, Refleksi.. ., h.193
73 Chauruman Pasaribu, dan Suhrawardi, K. Lubis, Perjanjian ., h.156.
™ Ibid.

75 Ahmad Azhar Basyir, Refleksi..., h.194.
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bahaya itu dapat diperoleh dari negara atau dari pekerja sendiri yang
diambil dari tabungan upah kerjanya. Asuransi tenaga kerja
merupakan salah satu upaya untuk memenuhui hak jaminan atas
bahaya yang dialamu pekerja. 7

5. Hak atas jaminan sosial. ”’

Buruh sebagai bagian masyarakat, maka berhak atas jaminan
sosial jaminan sosial ini adalah perlindungan yang dimaksud untuk
melindungi resiko sosial ‘secara langsung mengakibatkan berkurang,
atau hilangnya penghasilan tenaga kerja) sebagaimana dalam Islam
mengayomi masyarakat -terhadap| jaminan sosial, baik keamanan
dalam bekerja maupun ‘dalamr“pemberian-upah yang sesuai dengan

kebutuhan masyarakat.

4. Batal dan AkhirPerjanjian Kerja
Perjanjian kerja ini adalah-bagian dad sewa menyewa, dimana
dalam sewa menyewa ini adaldh akad\Jazim, inasing masing pihak yang
mengadakan perikatan dalam perjanjian ini tidak mempunyai hak untuk
membatalkan perjanjian kerja. karena perjanjian ini adalah perjanjian yang
timbal balik. Apabila ingin membatalkan perjanjian ini maka harus ada

keridlaan dua belah pihak yang mengadakan perjanjian sebagaimana

6 Ibid.

77 Chauruman Pasaribu, dan Suhrawardi, K. Lubis, Perjanjian..., h.156.
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keridlaan pada awal akan diadakan akad.”® Perjanjian kerja ini bisa batal

atau berakhir apabila ada sebab-sebab sebagaimana berikut:

a. Jangka waktu yang telah di perjanjikan telah berakhir.

Lazimnya suatu perjanjian kerja maka didasarkan pada waktu
tertentu. Maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah
diperjanjikan secara otomatis batallah perjanjian yang telah diadakan
oleh para pihak yang telah melakukan perjanjian.”

b. Adanya hal-hal yang tidak dibenarkan, |oleh syara’seperti yang
disebutkan dalam akad.™

c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan, karena
merasa menyesal atas akad-yang-baru-saja dilakukan '

d. Adanya udzur. Sebagaimana pendapat madzhab hanafi, adanya udzur
merupakan salah satu penyebab-putusanya afau befakhimya perjanjian
kerja (sekalipun datangny4dari salatysatu/pihak.adapun yang dimaksud
dengan udzur disini adalah suatu halangan.sebingga perjanjian tidak

dapat terlaksana sebagaimana mestinya. 8

7 Hashi Ash-Shiddigie, Pengantar Figh Muamalak, cet. 3, (Jakarta: Bulan Bintang,
1989), h. 51.

™ Ahmad Azhar Basyir, dzas-Azas Figh Muamalah, (Yogyakarta: Perpustakan FH
UI1,1993), h. 85.

80 As-Sayid Sabiq, Figh..., III: 199.
81 Ahmad Azhar Basyir, Azas-Azas..., h. 85,

% Tbnu Rusyd, Biddyah al-Mujtahid, (Bairut: Dar al-Fikr, tt.), h. 17.
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e. Meninggalnya pekerja/buruh. Pendapat Imam Rafi’i menyebutkan
bahwa meninggalnya pekerja adalah salah satu penyebab fasakh-nya
akad perjanjian kerja/Jjarah sebab pekerja tidak memberikan manfaat

lagi yang berupa tenaga ®’
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BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kota Samarinda

Pecahnya perang Gowa antara pasukan Belanda yang menyerang
kerajaan Makassar, menyebabkan kerajaan Gowa terkalahkan oleh Belanda.
Sehingga terjadilah perjanjian antara Sultan Hasanuddin dengan pihak
Belanda (yang dipimpin oleh| Spelman), yang dikenal dengan perjanjian
Bongaya pada tanggal 18 November 1667

Adapun orang-orang [Bugis Wajo yang tidak mau patuh pada
perjanjian tersebut dan tetap ingin miclakukan perlawanan dengan Belanda,
akhirnya mengungsikan diri ke kerajaan Kutai, dan mereka diterima dengan
baik oleh Sultan Kutai. ‘Rimand setelah-itu_mereka diberikanydaerah untuk
bermukim di sekitar Muara]| Karahg Mumus/(dderah Karang Mumus ini
terletak di Selili Seberang,yang sekarang, masuk=wilayah sekitar kecamatan
Samarinda Seberang dan Palaran - Pen.).

Dan mulailah orang-orang Bugis Wajo tersebut mendirikan rumah
rakit ! yang harus sama tingginya antara satu dengan lainnya, yang mana hal
tersebut menunjukkan tidak adanya perbedaan derajat apakah itu kaum

bangsawan ataukah bukan, dalam artian semua masyarakat “sama”

kedudukan dan derajatnya.

! Istilah untuk rumah yang didirikan di atas air, biasanya dengan menggunakan batang
kayu besar atau drum dibawahnya.

72
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Sedangkan lokasi rumah rakit tersebut terletak di kin dan kanan
dataran rendah atau “Renda”, hingga diperkirakan dari penggabungan istilah
inilah lokasi pemukiman tersebut dinamakan “SAMARENDA” yang lama
kelamaan ejaannya menjadi “SAMARINDA”?

Demikianlah kiranya kilas balik sejarah mengenai berdirinya Kota
Samarinda® yang dapat peneliti kemukakan pada gambaran umum lokasi
penelitian ini. Guna lebih mengetahui gambaran lokasi penclitian dalam
kajian tesis ini, maka dibawah irfi peneliti-kemukakan keadaan geografis dan

demografis kota Samarinda, Propinsi Kalimantari Timur.

B. Geografi
1. Letak dan Luas Wilayah

Menurut data Badan Puysat Statistik Samarinda, jarak antara Kota
Samarinda dengan Kota-kota besar lainnya, dimana jarak antara
Samarinda dengan Banjarmasin “(Propinsi ‘Kalimantan Sclatan) apabila
melalui darat, ialahi (615 Kui, ‘dan apabila_ melalui“laut maka jaraknya
adalah: 196 Mil. Sedangkan jarak antara Kota Samarinda dengan Surabaya
(yang hanya bisa ditempuh melalui laut) adalah : 268 Mil.* Adapun jarak

tempuh antara Samarinda dengan Banjarmasin, apabila melalui darat + 14

21 ihat Samarinda Dalam Angka 1999., viii-ix.

3 Adapun hari jadi Kota Samarinda, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Peraturan
Pemerintah Kota Samarinda Nomor 1 tahun 1998, ialah tanggal 21 Januari 1668 M, bertepatan
dengan tanggal 5 Sya’ban 1078 H. Untuk jelasnya, lihat Ibid

4 Lebih detail, lihat Samarinda Dalam Angha 2000, Badan Pusat Statistik Samarinda,
2000, h. 8.
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Jam. Sedangkan jarak tempuh antara Samarinda dengan Kota Surabaya
(melalui laut) + 24 Jam.

Kota Samarinda yang merupakan ibu kota Propinsi Kalimantan
Timur adalah salah satu daerah tingkat 0 yang ada di Kalimantan Timur
selain daerah tingkat II lainnya, seperti : Balikpapan, Bontang, Bulungan,
Tarakan dan Berau.

Menurut data Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, jarak
antara Samarinda dengan Kota Balikpapan adalah : 115 Km. Jarak antara
Samarinda dengan Kota Bontang adalah 3,1 500Km, Sedangkan Jarak antara
Samarinda dengan Kota Bulungan$600/Km, dan jarak antara Samarinda
dengan Tarakan : 420 Km.’| Adapun batas wilayah Kota Samarinda ini
“dikelilingi” oleh KabupatenKutai,~dalam “artian baik sebelah Utara,
Timur, Barat maupun sebelah Selatannya berbatasan dengan Kabupaten
Kutai.®

Sedangkan sarana ‘trafisportasi yang menjadi penghubung antara
Samarinda dengan beberapa. daerali tingkat II alhnya-dapat melalui darat,
sungai dan udara. Meskipun ada beberapa daerah Tingkat [I lainnya yang
tidak dapat ditempuh melalui darat dikarenakan kondisi jalan yang belum
memungkinkan untuk dilalui ataupun letak daerah yang dibatasi oleh

sungai maupun laut.

3 Lihat Kalimantan Timur dalam Angka 2000, h. 7.

$ | ihat Samarinda..., h. 2.
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Luas wilayah Kota Samarinda,” untuk jelasnya dapat peneliti

kemukakan melalui tabel dibawah ini, yaitu :

Tabel. 3

Luas wilayah Keta Samarinda

Kecamatan Desa /Kelurahan | Luas (Knt')
Samarinda Seberang 40,48
Loa Janan Ilir 13,91
Sungai Keledang 4,63
Baka / Rapak Dalam 9,03
Masjid 2,20
Harapan Baru 10,71
Palaran 151,04
Handil Bakti 41,08
Simpang Pasir 31,84
Rawa Makmur 10,33
Bukuan 29,43
Bantuas 38,36
Samarimda‘llir 89,70
Pasar Pagi 0,48
Pelabuhan 0,99
Karang Mumus 0,49
Selili 2,14
Sungai-Damad 0,47
Sungai Kapih 8,43
Pulau Atas 16,98
Sambutan 27,51
Sidomulyo 1,12
Sungai Pinang Luar 0,88
Makroman 23,85
Sindang Sari 5,78
Sidodamat 0,58

7 Data luas wilayah Kota Samarinda ini kiranya perlu peneliti kemukakan, mengingat

pembahasannya terkait erat dengan masalah transportasi dalam kajian tesis ini. Data luas wilayah
ini peneliti olah kembali dari Badan Pertanahan Kota Samarinda dalam Samarinda Dalam Angka
2000, Untuk jelasnya, fihat Ibid., h. 3-4.
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Samarinda Utara 251,72

Sungai Pinang Dalam 19,96
Temindung Permai 5,78
Lempake 53,31
Sungai Siring 87,42
Pelita 1,96
Sempaja 83,29

Samarinda Ulu 58,26
Teluk Lerong Ilir 0,96
Jawa 1,14
Bugis 0,68
Sidodadi 1,94
Air Putih 22,13
Dadi Muiia 1,18
Gunung Kelua 2,97
Adt Hitam 27,26

Sungai Kunjang 69,03
LoaBuah 14,22
Loa Bakung 14,45
Karang Asam 7,61
LokBahu 29,60
Teluk Lerong Ilir 3,15

Jumlah luas wilayal Kot Samarinda 660,23

Sumber : Badan PusabtStatistik Samarinda, 2000

Melihat luasnya wilayah (sebagaimana yang tertuang dalam data
diatas), peneliti coba memberikan ilustrasi betapa penting dan
dibutuhkannya sarana transportasi guna menunjang terwujudnya aktivitas
ekonomi bagi daerah setempat. Tidaklah berlebiban kiranya apabila hal ini
peneliti kemukakan, mengingat sarana transportasi merupakan “pondasi
utama” dalam menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya, baik itu

bagi konsumen maupun produsen.
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2. Keadaan Alam

Menurut data statistik Kota Samarinda, rata-rata keadaan suhu
udara di Samarinda perbulannya berkisar 26,85 ° C, dengan tingkat
kelembaban 83,55 ° C. Sedangkan keadaan tanah menurut penggunaannya
lebih banyak terfokuskan pada sektor pertanian dan perkebunan. Hal ini
terlihat dari luas tanah menurut penggunaannya seluas 26.872 (Ha), dari
jumlah atau total luas tanah 71.800 (Ha). Selain itu, lnas hutan juga
merupakan aset tersendiri ddlam Shenunjang\peningkatan sumber daya
alam Kota Samarinda dengan hias lahannya 15,166 (Ha).®

Selain beberapa sumber ‘daya-alam{sebagaimana yang peneliti
sebutkan di atas), di Kota Samarinda juga terddpat sungai Mahakam yang
banyak memberi manfaat bagi masyarakat,”dengan panjang sungai 920
Km.” Karena melalui sungai (disamping sebagai sarana transportasi) inilah
masyarakat setempat dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui sektor
perikanan, pertambangan, ‘perdagangdni atauptn' sektor pariwisata, yang

sedikit banyaknya dapatmembérikan penghiasilan bagiKota Samarinda.

C. Demografi
Adapun yang menjadi pokok pembahasan pada bagian ini adalah,

keadaan penduduk, mata pencaharian, agama yang dianut dan pendidikan.

8 1 that Jhid., h. 7-10.

% { ihat Kalimantan Timur...,h. 11.
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1. Keadaan Penduduk

Berdasarkan hasil sensus penduduk Kota Samarinda tahun 2000,
jumlah penduduknya adalah ; 521.619 Jiwa, terdiri dari 266.195 Jiwa laki-
laki dan 255.424 Jiwa Perempuan. Selanjutnya bandingkan dengan hasil
registrasi penduduk yang menyebutkan jumlah penduduk Kota Samarinda
sebanyak 504.995 Jiwa, terdiri dari 260.135 Jiwa laki-laki dan 244.860
Jiwa Perempuan.

Untuk jelasnya, dibawah ifiilpénéliti kemukakan jumlah penduduk

menurut jenis kelamin dan kecamatan, yaitu:

Tabel. 4
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan

Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah
Samarinda Seberang 37.022 35.295 72.317
Palaran 17.760 17.360 35.120
Samarinda Ilir 51872 51.239 103.111
Samarinda Utara 61909 57512 119.421
Samarindza Ulu 49329 44.848 94,177
Sungai Kunjang 42.243 38.606 80.849
Jumlah 260.135 244 860 504.995

Sumber : Badan Pusat Statistik Samarinda, 2000

Besarnya jumlah penduduk di Kecamatan Samarinda Utara
(119.421 Jiwa), menunjukkan bahwa masyarakat lebih terfokuskan untuk

bermukim di Kecamatan ini. Kiranya perlu peneliti tambahkan bahwa
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peningkatan persebaran penduduk yang tinggal di Kecamatan Samarinda
Utara ini sekitar 25 %, meningkat dibandingkan dengan keadaan pada
tahun 1990 yang baru mencapai 21.35 %. Hal ini disebabkan, pembukaan
wilayah oleh pengembang '° secara intensif untuk pemukiman, mampu
meningkatkan distribusi penduduk yang tinggal di Kecamatan Samarinda
Utara, dan secara tidak langsung “menggeser” posisi Kecamatan
Samarinda 1lir, yang pada tahun 1990 menduduki urutan teratas dalam

distribusi penduduk, dengan jamlah sekitar 23.35 %."'

2. Mata Pencaharian

Seiring dengan meningkatnys jumlah’penduduk, jumlah angkatan
kerja di Kota Samarinda pun senantiasa’/meningkat. Hal ini antara lain
disebabkan oleh banyaknya pendatang-yang-bekega atau mencari nafkah
di Kota tersebut.

Menurut indikator sosial ‘Kota Samarinda, peningkatan jumlah
angkatan kerja terbesar terjadi padalperiode. 1980:1990,dimana pada era
tersebut di Kota Samarinda sedang terjadi “booming” perusahaan-

perusahaan industri kayu yang memerlukan banyak tenaga ket a.l2

0 peneliti mencoba untuk mengilustrasikan maksud dari pengembangan wilayah ini,
dimana banyak pihak (negeri maupun swasta) yang membuka lahan baru sebagai lokasi
perumahan di Kecamatan Samarinda Utara,

Y Untuk jelasnya, lihat Indikator Sosial Kota Samarinda 2000, h. 6-7.

12 mid., h. 48-51.
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Pada tahun 2000, jumlah pekerja yang bergerak disektor service
atau sektor tersier ° menunjukkan tenaga kerja terbesar diantara sektor

lainnya. Untuk jelasnya, lihat dan perhatikan menurut tabel lapangan usaha

dibawah ini:
Tabel. 5
Jumlah Pekerja Menurut Lapangan Usaha di Samarinda
Lapangan Usaha Banyaknya Persentase
Sektor Primer 22.164 9.84
1. Pertanian 22.164 9.84
Sektor Sekunder 53.488 23.75
1. Pertambangan / Penggalian 3.768 1.67
2. Industri 37228 16.53
3. Listrik dan Air 244 0.11
4. Konstruksi 12248 5.44
Sektor Tersieratan Servieé 149,537 66.41
1. Perdagangan, Restoran dan Hotel 86.412 38.38
2. Angkutan / Komunikasi 17344 7.70
3. Keuangan 6.288 2.79
4. Jasa-jasa 39.492 17.54
Jumlah 225.188 100 %

Sumber : Susenas, dalam Indikator Sosial Kota Samarinda 2000

3 Suroso Imam Zadjuli dalam tulisannya mengemukakan bahwa ketiga sektor (lihat,
Tabel 3) di atas merupakan mobilitas ekonomi lintas sektoral. Adapun kelompok primer dan
sekunder disebut pula dengan sektor riil, sedangkan sektor tersier disebut sektor non riil. Untuk
jelasnya, lihat dan perhatikan Suroso Imam Zadjuli, Prospek dan Kendala Ekonomi Indonesia
Tahun 2000, makalah disampaikan pada pertemuan bulanan anggota Indonesian Managers Club
{IMC), Surabaya, 2001, h. 1.
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Dari tabel di atas, terlihat tingkat masyarakat untuk usaha
dibidang perdagangan, restoran dan hotel mencapai urutan tertinggi.
Menurut hemat peneliti, hal ini menunjukkan tingginya animo masyarakat
untuk mengembangkan usahanya sendiri.

Adapun transportasi yang termasuk dalam sektor tersier
(angkutan dan komunikasi) menduduki peringkat ketiga, dalam
pengamatan sementara peneliti hal ini disebabkan meningkatnya
kebutuhan masyarakat untuk” mesggunakan jasa transportasi tersebut.
Sedangkan jumlah pegawai| miegerf sipil pemerintah kota Samarinda,

keseluruhannya mencapai jumizh 2,051 orang **

. Agama yang Dianut
Mengenai rincian penganut masing-masing agama di Kota

Samarinda, perhatikamtabel, di'bawahiiny’:

Tabel. 6
Penganut Masing-Masing Agama Di Kota Samarinda
No Agama Jumlah
1 Islam 475.343
2 Kristen Katolik 13.770
3 Kristen Protestan 24.586
4 Hindu 940
5 Budha 6.173
6 Lainnya 807
Jumlah 521.619

Sumber : Badan pusat Statistik Samarinda, 2000

U1 ihat Samarinda..., h. 20.
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Sedangkan jumlah sarana ibadah yang ada di Kota Samarinda
dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 7
Jumlah Sarana Ibadah Yang Ada Di Kota Samarinda

Masjid/ Gereja | Gereja
Kecamatan Mushalla/ | Protestan | Katolik | Pura | Vihara | Jumlah
Surau

Samarinda Seberang 50 9 1 0 0 60
Palaran 84 12 3 2 1 102
Samarinda Ilir 142 o 23 1 1 176
Samarinda Utara 160 *) *) *) *) 160
Samarinda Ulu 101 10 3 *) *) 114
Sungai Kunjang 72 *) ) *) *) 72

Jumlah/Total 609 40 30 3 2 684

*} Data tidak tersedia
Sumber : Samarinda dalam Anghka 2000

Kedua. tabel “di ‘atas/.(tabel 4 «dan 5) menunjukkan bahwa
mayoritas penduduk Kota Samarinda adalah penganut agama Islam, hal ini
antara lain disebabkdrirelélrbanyaknya, peridatafig muslim yang bermukim
dan mencari nafkah di Kota Samarinda, sehingga agama Islam dapat

berkembang dengan pesat di kota ini.}

Pada kegiatan keagamaan (khususnya Islam), selain dari

kegiatan berupa peringatan hari besar Islam, kegiatan pengajian agamapun

'3 Sebagaimana wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat setempat, yaitu : Bapak
Mallawy (Ketua KUD Rimba Jaya, Desa Pampang Samarinda) pada tanggal 16 F ebruvari 2002.
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rutin dilakukan.'® Hal ini’ mengingat besarnya antusias masyarakat

setempat untuk aktif dalam kegiatan pengajian agama tersebut.

4. Pendidikan

Mengingat implikasi dan tujuan pembangunan bidang
pendidikan yang ingin dicapai melalui penurunan persentase penduduk
buta huruf dan meningkatkan persentase penduduk melek huruf, maka
pemerintah Kota Samarinda mulai melakukan “pembenahan™ dibidang
pendidikan, Hal ini terlihat dari persentase penduduk yang melek huruf
sebesar 97.07, dari total penduduk kota Samaftinda yang berumur 10 tahun
keatas. Jika coba peneliti kalkulasikan, dari total penduduk yang berjumlah
521.619 Jiwa dengan jumlah-penduduk 10-tahun ke atas sebesar 417.189
Jiwa, maka penduduk yang melek huruf adalah 404.840 Jiwa (97.07 %).
Sedangkan tingkat!penduduk yang-butachuruf mencapai, 12+132 Jiwa (2.92
%). Angka ini menurun bjld&_ditandingkan /dengan persentase penduduk
buta huruf pada tahun, 1999 yang mencapai.3.53.% (sekitar 12.349 J iwa).!”

Untuk mengetahui persentase penduduk 10 tahun ke atas
menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2000, lihat dan

perhatikan tabel di bawah ini:

16 Berdasarkan pengamatan peneliti pada banyaknya jadwal kegiatan pengajian agama
yang terpampang dekat pintu utama Masjid Raya Samarinda.

Y Untuk jelasnya lihat Indikator..., h. 38.
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Tabel. 8
Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Yang
Ditamatkan Di Kota Samarinda

NO JENJANG PENDIDIKAN JUMLAH PERSENTASE

1 | Tidak/Belum Sekolah 16.391 3,42

2 | Tidak / Belum Tamat SD atau MI 89.435 17,53

3 |SD/MI 131.147 25,63

4 | SLTP/MTs 105.067 20,25

5 | SMU/SMK/MA 136.364 26,46

6 |Akademi/DI/DIO/DII 11195 2,83

7 t1S§81/82/83 20.238 3,88
Jumlah 521.619 100 %

Sumber : Susenas dalam Indikator Sosial Kofa Samarinda 2000

Data di atas menunjukkan minimnya jumlah penduduk dalam
menamatkan pendidikannya \hingga.program-Sarjana~Sementara diantara
“syarat” meningkatkan sumber daya manusia hartislah melalui pendidikan.

Hal terseblit, di atas “ditunj ikKan. _oleh Akurangnya sarana
perguruan tinggi yang hanya berjumlah 22 buah (baik dari negeri maupun
swasta) dari wilayah kota Samarinda yang memiliki luas 660,23 Km?.
Sedangkan jumlah sekolah adalah 484 buah, terdiri dari : 97 buah TK, 233

buah SD, 91 buah SLTP/MTs dan 63 buah SMA atau yang sederajat.’®

181 hat Samarinda..., h. 56 dan 64.




BABIV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Perkembangan Transportasi di Samarinda

Perkembangan usaha transportasi di Samarinda, berawal dari
peleburan perusahaan-perusahaan kecil menjadi sebuah perusahaan dalam
bentuk merger.! Disamping itu, adanya bantuan dari pemerintah pada tahun
1970an berupa kemudahan penyediaan armada angkutan kendaraan jglan raya
melalui pembayaran kredit pada dealerkendaraan (pihak yang mengeluarkan
kendaraan).?

Dari beberapa alasan dilatas térciptalah_perkembangan transportasi
yang pesat seiring dengan pertumbuhan penduduk di daerah Samarinda.
Adapun beberapd perusahaan /yang ada ‘ersebut “bémpating di bawah

Organisasi Angkutan Darat (QRGANDA). Dimanaymelalui organisasi inilah

! Sudarsono mengemukakan bahwa perusahaan bentuk merger ini adalah : Salahsatu
bentuk perusahaan consolidation (peleburan beberapa perusahaan) dimana perusahaan-perusahaan
yang bergabung muncul dengan salah satu perusahaan yang lama. Lihat Sudarsono, Pengantar
Ekonomi Perusahaan, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 1992) h. 79. Sebagai perbandingan
lihat pula definisi merger sebagaimana yang dikemukakan oleh Collin, yaitu penggabungan dua
atau lebih secara bersama-sama, dimana penggabungan tersebut mencakup tiga kategori; Pertama,
penggabungan horisontal antar perusahaan yang secara langsung bersaing dalam pasar yang sama.
Kedua, penggabungan vertikal antar perusahaan yang mempunyai hubungan sebagai pelanggan
dan pemasok. Dan ketiga, penggabungan konglomerat antar perusahaan yang beroperasi dalam
pasar yang tidak ada kaitannya dan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sama. Untuk jelasnya,
lihat pula Christopher Pass, (dkk), Kamus Lengkap Ekonomi, terj.. Tumpal Rumapea dan Posman
Haloho, Edisi kedua, (Jakarta; Erlangga, 1983), h. 407-408.

? Wawancara dengan H. Abdul Kadir pada tanggal 16 Februari 2002, di kota Samarinda.

85
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peningkatan armada maupun perkembangan transportasi dapat lebih

diperhatikan.

Namun mayoritas opini yang berkembang di kalangan perusahaan jasa

transportasi, bahwa latar belakang usaha angkutan kendaraan jalan raya

didirikan adalah untuk membantu pemerintah dan lebih penting daripada itu

adalah untuk menunjang perekonomian masyarakat setempat. Dengan

sendirinya hal tersebut memberikan gambaran kondisi sarana transportasi

yang menjadi faktor pendukung terwujudnya perkembangan ekonomi di kota

Samarinda.

Adapun alasan para pengusaha mendirikan usaha transportasi dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 9

Alasan Berdirinya Usaha Transportasi Di Samarinda

No Alasan mendirikan.usaha.transportasi Frek. %
1. | Menunjang perekonomian masyarakat 10 27.03
2. | Membantu pemerintah dan masyarakat 11 29.73
3. | Meningkatkan taraf hidup keluarga 5 13.52
4. | Membuka lapangan pekerjaan 2 5.40
5. | Minimnya sarana transportasi di daerah tersebut 3 8.11
6. | Membiayai lembaga pendidikan 1 2.70
7. | Adanya kesempatan untuk “merger” bagi perusahaan 3 8.11
8. - | Meningkatkan taraf hidup bagi anggota perusahaan 2 5.40
Jumlah 37 100
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B. Jumlah Transportasi dan Trayeknya Di Samarinda

Berdasarkan data DLLAJ (Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan) Kota
Samarinda Tahun 2001 jumlah angkutan transportasi yang teridentifikasi
mencapai 1434 yang dimiliki oleh 33 perusahaan. Kemudian setiap
perusahaan mempunyai trayek-trayek tertentu yang telah diatur oleh pihak
DLLAJ.

Adapun nama perusahaan, nama trayek dan jumlah trayek yang
dimiliki masing-masing perusahaan dapatdilihat pada tabel berikut:

Taheln 10

Jumlah Perusahaap Transportasi‘di Samarinda

Nama Perusahaan Kode Trayek ‘Angkutan/Kendaraan Jalan Raya Jml
AlBl] C IDVEVF\GL|G2| H {I| K L
CV. Silindung 1110 - - - -] - - s -] - 1-1| 1086
CV. AmuntaiJaya | 19 WOIH 17 b Pt F=b-d™~1p (3 et - |- | 102
CV. Arafat Jaya g O3 M| Lf L Posel iy L=\ - [ -1 100
CV. Palinggam 3808 wawg ! - Wi la- W-1 - 1-|-1-] 92
CV. Indrapura 59 | 23 4 2 . VA - - |-t - 0= 100
CV. Tepian Indah 67 | 37 | 12.] - - L - - |-t - 1 -1F 108
CV. Kalung Mas 58 | 29N 13 - -V - 9 Al-{681-] 164
CV. Bone Indah w21 - -2 -f-1-1-1-1-] s0
CV.RahmatUtama |36 | 22| 1 | - | - | V| - | - - |-} -1-} 57
CV.SumaKarya |41]20) a2} - | - |- -V -]-1]-}-]-1 95
CV. Tidar Jaya 1812 6 - -7 - - ~ - -] - 84
CV. Tepian Karya 2 [ ¥ 1n - - 19 - - -] - 1- 13
CV. Jahe Raya 27 T 1 - -1 - - - -1 - - 28
PT. Prima Indah 224 - 1 - -1 - - - )-1 - |- 48
CV. Lisa sl2sb b oo o] - ]
CV. Labbaika - B - - -1 - - N
Kopta - - - - - - - N O N
Kop. Suka Maju - 5 - - - 1-1s01] - - 1] - 1- 50
Kop. Arafat Transp | - | ~ - - -t - - I
KUD Bejamu 2} - ja20] - | - - U I 20
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KUD Rimba Jaya -] - - - - 5] - - - |-} - |- 5
KUD Sempaja -1 - 5 - - -1 - - S R N 5
KUD Utama -q - - - l1.l-] - - - -1 - - 16
KUD Karya Jaya - - - - 117 -1 - - - -1 -1- 17
KUD Karya - - -2 - - - - - -] 28
Bersama _ _ } _ I ) 2 1.1 .. 7
KUD Maju . _ _ _ I T . - 27l -1 - 27
Kop. Komura o _ . ol ) I O B 5
Kop. Fajar Utama 31 .| - I R R A O e 3
Kopesta S P A IR T R O - B A A
Kop. Swadek N I TN b ) N 10
Kop. WahanaMulia | _ | _ | _ [ A S R IR N U A I 5

KSU Madu Keleng 5
Kop. Bima Sakti

Jumlah Per-Trayek |425| 524 137 (20 461 p38| 50|| 24 | 17 |27| 96 | 15| 1434

Sumber : DLLAJ Kota Samarinda, 2001

Data di atas menunjukkan betapa kebutuhan masyarakat transportasi
angkutan kota masih berpusat di dalam kota; hal ini ditunjukkan dengan
trayek dalam kota, menurut data buku.angkutan, 2001 DLLAJ kota Samarinda
pada trayek B sebanyak 36,545 %. Selain terpusat pada kota, daerah sekitar
yang menunjukkan tingginya aktififid masyarakat yang membutuhkan
transportasi adalah : trayek Aysebanyak 29,635.%-trayek-C sebanyak 19,555
% serta daerah Samarinda Seberang dan Loa Janan (yang menjadi batas
wilayah antara Samarinda dengan Balikpapan dan Samarinda dengan
Tenggarong atau Kabupaten Kutai) sebanyak 6,695 %.

Diantara alasan yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan
masyarakat terhadap sarana transportasi di kota Samarinda, dikarenakan
daerah Samarinda merupakan pusat perdagangan di Propinsi Kalimantan

Timur. Dimana hasil pertanian, perkebunan, perikanan maupun industri lebih
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banyak di “transfer” dari daerah lain dan didistribusikan ke dalam kota

Samarinda.

Beranjak dari beberapa uraian di atas, dengan sendirinya terlihat pula
betapa transportasi memegang peranan yang amat penting dalam menunjang
perkembangan ekonomi di daerah ini. Sehingga tidaklah berlebihan apabila
hal tersebut menjadi alasan berdirinya usaha transportasi bagi pengusaha
angkutan kendaraan jalan raya di Samarinda adalah untuk menunjang

terwujudnya perkembangan ekopomi bagimasyatrakat dan daerah sekitarnya.

C. Praktek Kerjasama Pengusaha‘Angkutan Kendaraan Jalan Raya
Kegiatan dan Kkerjasamia antar pengusaha transportasi dapat
dikelompokkan dari dua aspek, yaitul
1. Tipe Perusahaan Transportasi

Tipe perusahaan transportasi di“Samarinda ‘terbagi-ke dalam dua
kelompok, yaitu: perusahaan’fransportasi yang mempunyai kendaraan
transportasi, dan| pemisahaan transportasi-yang ‘tidak mempunyai
kendaraan transportasi.

Kelompok pertama adalah pengusaha yang betul-betul telah
menjalankan usaha angkutan kendaraan jalan raya dengan memenuhi
segala persyaratan yang secara lazim dipenuhi oleh pengusaha-pengusaha
lainnya. Dan yang paling membedakan adalah mobil atau kendaraan
merupakan hak perusahaan, walaupun secara kuantitas mobil yang

dimiliki tidak ada batasan dalam kelompok ini.
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Kelompok kedua adalah perusahaan kendaraan yang hanya
memiliki jasa perusahaan transportasi. Perusahaannya dapat bergerak di
angkutan jalan raya atau pun dalam bidang jasa rental (penyewaan)
kendaraan. Penekanan daripada perusahaan transportasi model ini adalah
kemampuan (skill) manajemen transportasi yang dimiliki, sehingga
kelompok ini mampu dan dapat melakukan usaha jasa transportasi jalan
raya. Adapun keberlangsupgan —perusahaan, ini dikarenakan adanya
kerjasama yang erat dengan perusah@ankelompok pertama.

Adapun model dan sistem kerjasama antdara perusahaan transportasi
dapat diklasifikasikan pada:

a. Kerjasama antara perusaliaan transportasi/pemilik kendaraan dengan
perusahaan transportasi pemilik kendaraan lainnya,

b. Kerjasama antara perusahaan transportasi pemilik kendaraan dengan
perusahaan transportasi bukan pemilik kendaraan.

c. Kerjasama antara perasahasfi ‘transpertdsi” yafi§ ‘sama-sama tidak

memiliki kendaraan.

2. Jenis-Jenis Kerjasama

a.

Jenis kerjasama dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:
Subyek atau tipe perusahaan transportasi yang melakukan kerjasama.
Dalam jenis subyek ini ada klasifikasi sebagai berikut:
1) Perusahaan yang mempunyai kendaraan melakukan kerjasama

dengan perusahaan lain yang sama-sama mempunyai kendaraan
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untuk saling meminjami kendaraannya ketika ada order rental
(penyewaan) dan kekurangan mobil.

2) Perusahaan yang mempunyai kendaraan memberikan guarantee
terhadap perusahaan yang belum mempunyai kendaraan untuk
pengadaan suatu kendaraan dengan mendapatkan fee sesuai
dengan perjanjian yang telah disepakati.

3) Perusahaan yang sama-sama tidak mempunyai kendaraan
melakukan suatu bertak kerjasama dalam mempublikasikan diri
sebagai jasa transportasi.

Ditinjau dari 3 |suidut subyek perusahaan yang melakukan
kerjasama, maka perusahaan-afigkitan-kendaraan jalan raya yang ada
di kota Samarinda dapat dikategorisasikan lebih mengacu pada bentuk
consolidation (bentuk merger)-dandentuk perusahaan joint venture.
Obyek, yaitu jasa atau! jenis/kegiatdn ekonemi yang dijadikan obyek
kerjasama di antara pemisahaan transpertagis

Praktek kerjasama yang dilakukan oleh pengusaha angkutan
jalan raya dari segi obyek atau jasa yaitu jenis kegiatan ekonomi yang
dijadikan obyek kerjasama yaitu:

1) Pengusahaan dan pelayanan dalam perpanjangan izin trayek.

2) Pengelolaan usaha transportasi angkutan kendaraan jalan raya
tersebut dengan sistem bagi hasil atau persentase.

3) Pengadaan uraian tetap anggota
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Namun demikian, masing-masing perusahaan transportasi yang
melakukan kerjasama dengan perusahaan lain atau pun yang tidak tetap
merasakan manfaat atas pengelolaan perusahaannya. Hal ini dapat
diketahui dari hasil interviu sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel. 11

Manfaat kerjasama Pengusaha Angkutan Kendaraan Jalan Raya

No Manfaat Kerjasama Frek. %

1. | Memberikan keuntungammatenial bagi 4 44,25
perusahaan

2. | Belajar memelihara kepercayaan yang 1 11,25
diberikan orang lain
Meningkatkan taraf hidup @nggota petusahaan 2 22,25

4. | Meningkatkan taraf hidup keluarga 2 22,25

Jumlah 16 100

Data di atas menunjukkan—baliwa‘matifaat yang diterima oleh
pengusaha angkutan |kéndaraan, jalan\raya dikotd-Samarinda dengan
mengadakan kerjasama adalah diperolehnya keuntungan material bagi
perusahaan (sebanyak 44,25 %). Hal ini dikarenakan, selain keuntungan
yang diperoleh dari pengelolaan kendaraan yang dimiliki oleh pengusaha,
adapula keuntungan dari pemilik kendaraan yang turut menggunakan nama
perusahaan.

Selain manfaat dari kerjasama yang dilakukan pengusaha angkutan

kendaraan jalan raya —sebagaimana yang telah peneliti kemukakan di atas—
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berikut ini peneliti kemukakan pula manfaat yang diperoleh pengusaha
yang tidak mengadakan kerjasama. Untuk jelasnya lihat pula tabel berikut
ini:

Tabel. 12

Manfaat Pengusaha Yang Tidak Mengadakan Kerjasama

No Manfaat Kerjasama Frek. %

1. | Lebih mudah mengatasi masalah'yang timbul 8 61,54

2. | Belajar mengelola perusahaan yangidimiliki 5 38,46
Jumlah 13 100

Pada umumnya manfaat—-yang-diperoleh pengusaha yang tidak
mengadakan kerjasama adalah kemudahan dalam pengelolaan usaba
transportasi yang® dijalankan. "Hal"ini" ditunjukkdn derigan beberapa
“kriteria” yang dikemukakan.éleh.péngusaha’ yang tidak mengadakan
kerjasama, dimana fkriteria” Jyang) ada| hanya*terdici’ dari dua pendapat,
yaitu lebih mudah dalam mengatasi masalah yang timbul dan lebih mudah
dalam mengelola usaha transportasi yang dijalankan.

Namun demikian, bagi perusahaan yang melakukan kerjasama satu
sama lain tetap mengalami kendala-kendala tertentu. Secara jelas dapat

dilihat pada tabet di bawah ini:
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Tabel. 13

Kendala Pengusaha Yang Mengadakan Kerjasama

No Kendala Kerjasama Frek. %
1. | Tingginya pembayaran pajak perusahaan 2 15,38
2. | Keuntungan tidak mencukupi pembayaran pajak 1 7,69
3. | Kurangnya kesadaran pembayaran fee 3 23,08
4. | Sulitnya koordinasi dengan pemilik kendaraan 4 30,77
5. | Ada, namun tidak disebutkan 3 23,08

Jumlah 13 100

Data tabel di atas mentGnjikkan pada) umumnya pengusaha yang
mengadakan kerjasama banyak menemui Kéndala dalam berkoordinasi
dengan pemilik kendaraan yang turutsmenggunakan nama perusahaan
(sebanyak 30,77 %). Adapun -kesulitan’ dalam berkoordinasi tersebut
dikarenakan sefingnya, tefjadi proses “Jual4belil kendaraant@an trayek oleh
pemilik kendaraan tanpa, sepengetahuan, pengusaha atau pimpinan
perusahaan. Meskipun biaya fee dari penggunaan nama perusahaan tetap di
terima oleh pengusaha dari-pemiilik kendaraan~pada saat pengurusan dan

perpanjangan izin trayek kendaraan.?

3 Wowancara dengan H. Abdul Kadir, Pimpinan CV. Tepian Indah tanggal 6 Februari
2002 dan H. Ridwan, Pimpinan CV. Suma Karya pada tanggal 8 Februari 2002 di Kota Samarinda.
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D. Praktek Kerjasama Pengusaha Angkutan Kendaraan Jalan Raya
Perspektif Ekonomi Islam

Dalam konteks perikehidupan manusia sebagai makhluk Allah s.w.t.

setiap individu dibebaskan untuk melakukan kegiatan dan perilakunya demi

penciptaan kemaslahatan umat. Manusia diberi kekuatan untuk merubah

nasibnya dengan ikhtiyar, namun tidak akan pernah lepas dari kekuasaan-

Nya.
ol GRS G A O
D N 71 - - -2
Artinya: “...Sesungguhnya Allok tidak mengubah keadaan sesuatu kaum

sehingga mereka mengubah keé@daan yang ada pada diri mereka
sendiri.. "

Dalil tersebut sangatiah Korelatif terhadap fenomena kerjasama para
pengusaha transportasi yang terklasifikasikan pada dua bagian. Sebagian
melakukan kerjasama satd [sama I12if, di"bagidn yang Jain tiddk melakukan
kerjasama. Tapi pada kenyataannya Kedua\ kelompok tersebut dapat
menunjukkan eksisterisin darmasingsmadsing” gerusahaannya, tanpa bisa
diprediksi kuantitas income yang secara fix dapat didapatkan.

Merujuk dari beberapa uraian di atas tentang analisa kerjasama baik
ditinjau dari segi bentuk kerjasama, manfaat maupun kendala kerjasama,
maka terlihat beberapa gambaran adanya benang merah antara sistem

kerjasama yang selama ini diterapkan oleh pengusaha angkutan kendaraan

4 QS. Ar-Ra’d (13):11.
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jalan raya di Kota Samarinda dengan syirkah (kerjasama) dalam ekonomi
Islam.

Sebagaimana yang telah peneliti kemukakan dalam pembahasan
analisa kerjasama, pada umumnya pengusaha yang bergerak dibidang
angkutan kota menggunakan “konsep” pembayaran fee atas izin trayek yang
dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Secara jelasnya lihat gambar di bawah
ini:

Gambar. 2

Komparasi Kerjasama Yang Diterapkan Dengan Konsep Syirkah

Pembayaran Fee

4/\»

1. Menggunakan akad 1. Tidak menggunakan akad

2. Ada pihak yang bekerjasama 2. JAda pihaK yang bekerjasama

3. Ada modal danjasa (tenaga) 3. ‘Adamodal danjasa‘(fenaga)

4. Keuntungan dan kerugian 4. Keuntungan dan kerugian diusahakan
dibagi sesuai kesepakatan masipg-masing pihak

Bentuk kerjasama
konvensional

Bentuk Syirkah

Kaitannya dengan konsep syirkah, maka dapat ditarik titik temu antara
kerjasama yang telah diterapkan selama ini oleh pengusaha angkutan
kendaraan jalan raya di Kota Samarinda dengan syirkah (kerjasama) dalam

sistem ekonomi Islam.

. * Depag RI, Al-Qur’an..., h. 370.
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Tabel. 14

Analisa Hubungan Kerjasama yang Diterapkan Dengan Konsep Syirkah

No Analisa Kerjasama dan Syirkaht Frek. %
1. | Melalui akad 8 13,79
2. | Adanya pihak yang bekerjasama 21 36,21
3. | Adanya modal dan jasa (tenaga) 21 36,21
4. | Pembagian keuntungan dan kerugian sesuai 8 13,79

kesepakatan atau perjanjian
Jumlah 58 100

Baik dari gambar maupun“tabel”di ‘atas, terlihat bahwa pada
kerjasama pengusaha angkutan kendaraan jalan raya raya di Kota Samarinda
ada yang telah menerapkan konsep syirkah)/Hal/ini berdasarkan pada telah
tercukupinya syarat dalam penerapan.syirkah.

Dan jika bentuk syirkah yang telah diterapkan tersebut kembali
dispesifikasikan, maka syirkah tersebut lebih mengacu pada bentuk syirkah
inan (kerjasama dalam' permeodalan-dan tenaga);~dimafabentuk syirkah ini
lebih berdasarkan pada “prinsip” pembagian keuntungan dan kerugian sesuai
dengan kesepakatan kedua belah pihak (pengusaha dan pemilik kendaraan),
yang mana modal dari masing-masing pihak turut diperhitungkan.

Selain itu, pada umumnya modal yang disediakan dalam pengelolaan
usaha angkutan kendaraan jalan raya ini diusahakan oleh pemilik kendaraan,
sedangkan pengelolaan izin trayek berupa pengurusan dan perpanjangannya

diusahakan oleh pengusaha. Dengan sendirinya bentuk kerjasama tersebut



98

memerlukan akad dan kesepakatan yang ditentukan antara pengusaha dan

pemilik kendaraan ®

1. Kerjasama antara perusahaan transportasi pemilik kendaraan dengan
perusahaan transportasi pemilik kendaraan lainnya.

Model kerjasama ini total dalam satu wadah satu organisasi
perusahaan yang telah ditentukan secara bersama. Islam mengenal
dengan konsep syirkah al-‘idan.|¥gitu kerja sama dalam permodalan dan
tenaga. Dua orang atau lebih menguihpulkan modal mereka, kemudian
bekerja bersama-sama dan| membagi-ketntungan yang diperoleh sesuai
dengan modal masing-masing.’

2. Kerjasama antara perusahdantransportasi pemilik kendaraan dengan
perusahaan transportasi bukan pemilik kendaraan.

Satu pifiak mempunyai modal dan pihak lain hanya mempunyai
jasa merupakan satu bentuk ‘kerjdsamta’ bagi hasil atau syirkah al-
Mudarabab. Abdullah\Saced\mendefinisikan_miudarabah sebagai salah
satu bentuk kerja sama antara pemilik modal (rabb al-mal) dengan
seorang ahli (mudarib) dalam menjalankan usaha. Kontribusi mudarib

meliputi kerja, waktu, dan manajemen yang telah disepakati dalam

S Wawancara dengan H. Ridwan, (Pimpinan CV. Suma Karya) pada tanggal 8 Februari
2002, Bapak Mallawy (Pimpinan KUD Rimba Jaya) pada tanggal 16 Februari 2002 dan bapak H.
Ghofar Sidik (Pimpinan KUD Karya Bersama) pada tanggal 19 Februari 2002 di kota Samarinda.

7 AA. Islahi, Konsepsi Ekonomi Ibmu Taimiyah, alih bahasa Anshari Thayib, Cet. 1,
(Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1997), h. 193.
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kontrak.® Afzalur Rahman menggambarkan mudarabah sebagai bentuk
kontrak kerja sama yang didasarkan pada prinsip profit sharing, satu
memberikan modal dan yang lain menjalankan usaha. Yang pertama
sebagal mudarib (proprietor, rabb al-mal) sedangkan yang kedua
dinamakan darib. Secara istilah pada dasammya antara mudarabah dan
mugaradal sama saja, orang Irak menyebut dengan mudarabah, dan
orang-orang Madinah menyebut dengan mugaradah dalam kerja sama.’
Atau terkadang kerjasama ini juga menjadi syirkah al-mufawadah
(kerjasama komprehensif), ! ‘Syirkah iniafierupakan gabungan bentuk dari
Syirkah al-Inan, Syirkah al“Abdap|dan Syirkah al-Wujuh. Syirkah al-
Mufawadah ini dapat diartikan  sebagai—serikat untuk melakukan
negoisasi, dalam hal ini tentunya untuk melakukan suatu pekerjaan atau
urusan, yang \mana ‘istilah/sehari-har se€fing digunhakan“jstilah patmer
kerja atau group. Dalamserikat ini\ yang/lebih ditekankan adalah

keahlian dan bukan permedalan:

8 Abdullah Saeed, Jslamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and
its Contemporary Interpretation, (Leiden, New York, Koln; E.J. Brill, 1996), h. 51. Untuk definisi
yang serupa, libat Nabil A. Saleh, Unlawfil Gain and Legitimate Profit in Islamic Law,
{Cambridge: Cambridge University Press, 1986), h. 103, Ali Hasan ‘Abd al-Qadir, Figh al-
Mudarabah fi at-Tatbiq al-‘Amali wa at-Tajwid al-Iqtisadi, (Kairo: 1AIB, tt.), h. 8-9,

% Afzalur Rahman, Banking and Insurance, (London: The Muslim Schools Trust, 1979),
h. 305-306. Lihat juga Mahmud Muhammad Bablily, Etika Bisnis; Studi Kajian Konsep
Perekonomian Memurut Al-Qur 'an dan As-Sinmah, (Solo: Ramadhani, 1990), h. 139.

1% Lihat Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam,
(Jakarta : Sinar Grafika, 1994), h. 81.
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3. Kerjasama antara perusahaan transportasi pemilik bukan pemilik
kendaraan dengan perusahaan transportasi bukan pemilik kendaraan
lainnya.

Model kerjasama ini sejalan dengan syirkah al-‘Abdan, yaitu kerja
sama dalam tenaga.!! Artinya sejumlah orang atau pekerja bergabung
menangani sebuah pekerja dan setuju untuk membagi penghasilan yang
didapatkan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian, dan waktu
pekerjaan yang dilakukan ¢leh masing-masing pihak yang melakukan
pekerjaan.

Dari sekian model kerjasama) yang dapat melibatkan tenaga atau
pun permodalannya lainnya dapat-disepakati-dalam suatu perjanjian atau
aqad yang disepakati para pihak pengusaha. Perikatan perjanjian sebelum
terbagi dalam |keloinp8k-kelohipok Mpenglisalia~danpekeija (dikotomi
antara pengusaha yang tidak mempunyai kendaraan) tersebut dapat dengan
menggunakan norma dan aspek Jjarah. Karena perjanjian kerja
sebagaimana definisi’ Taqiyuddin’ an-Nabhari-terminologi /jarah yang
diartikan sebagai pemilikan jasa dari seorang gjir (orang yang dikontrak
tenaganya) oleh musta’jir (orang yang mengontrak tenaganya) serta

pemilikan harta dari pihak musta 'jir oleh ajir."

1 A A, Islahi, Konsepsi..., h. 193.

12 Tagiyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Prespektif Islam,
terj.: Muhammad Maghfur, cet 4 (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 83.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan
Beranjak dari “proses” analisa data baik selama peneliti di lapangan
maupun setelah meninggalkan lapangan penelitian, maka ada beberapa
simpulan yang dikemukakan, yaitu:

1. Pengusaha transportasi angkutan jalan raya di Samarinda. dalam
menerapkan kerjasama pada’’ perusahaannya (dari aspek kepemilikan
kendaraan perusahaan, yaitu terbagi ke dalam tiga kelompok:

a. Kerjasama antara perusahaan ffansportasi pemilik kendaraan dengan
perusahaan transportasi pemilik kendaraan lainnya.

b. Kerjasama @antara ‘perusaliaafi-transportasi [pemilik -kendaraan dengan
perusahaan transportasi bukan pemilik kendaraan.

c. Kerjasama antara, perusahaan |transportasi~ yang, sama-sama tidak
memiliki kendaraan.

2. Terdapat titik temu antara kerjasama yang diterapkan oleh pengusaha
angkutan di Kota Samarinda dengan konsep syirkah (kerjasama) dalam
sistem ekonomi Islam. Jika lebih dispesifikasikan, maka bentuk syirkah
yang dijalankan adalah syirkah Inan (kerjasama dalam permodalan dan
tenaga), dimana salahsatu pihak (dalam hal ini pemilik kendaraan) sebagai
pemodal dan pihak lain (pengusaha) memberikan jasa berupa pengadaan

dan pengurusan izin trayek. Dan dengan sendirinya, pengadaan serta

101
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pengurusan izin trayek tersebut memerlukan “akad” antara kedua belah
pihak (pengusaha dan pemilik kendaraan). Namun untuk kerjasama model

bisa juga syirkah mudarabah dan al-mufawadah.

B. Saran-saran
Melihat pada kendala yang di hadapi oleh pengusaha maupun
pemilik kendaraan angkutan kendaraan-jalan-raya di Kota Samarinda, maka
peneliti coba memberikan kontribusi sebagaimana berikut ini:.

1. Perlunya optimalisasi “perkumpulan™ {baca - organisasi) antara pemilik
dan supir kendaraan, hal |ini untukk memudahkan pihak Organisasi
Angkutan Darat (ORGANDAY dalam mengelola jasa transportasi di Kota
Samarinda.

2. Perlunya pemberian arahansafahafi tefttang, penerapan-kons€p syirkah bagi
pengusaha angkutan kendaraan jalan faya jeleh pihak terkait (seperti :
Depag dan MUI). Hahini berdasarkan temuan dapangan adanya penerapan
konsep syirkah, namun istilah syirkah itu sendiri menjadi “asing” bagi
pengusaha angkutan kendaraan jalan raya di Kota Samarinda.

3. Kaitannya dengan penelitian ini, kiranya perlu analisa lebih jauh dan
mendalam tentang pembahasan tentang penerapan konsep syirkah
dibidang transportasi, hal ini untuk mewujudkan terciptanya literatur-
literatur yang berkenaan dengan pembahasan kerjasama pengusaha

angkutan kendaraan jalan raya.
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Demikianlah beberapa uraian mengenai penerapan konsep syirkah
dibidang transportasi khususnya pada pengusaha angkutan kendaraan jalan
raya di Kota Samarinda ; teriring harapan dan do’a, semoga bentuk kerjasama
syirkah dapat terus diaplikasikan guna mewujudkan perkembangan ekonomi

Islam yang dicita-citakan.
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PANDUAN WAWANCARA
PENERAPAN KONSEP SYIRKAH DIBIDANG TRANSPORTASI

(Analisa Kerjasama Pengusaha Angkutan Kendaraan Jalan Raya di

Samarinda Kalimantan Timur)

A, Identitas Responden
1. Nama Responden
2. Alamat
3. Tempat/Tgl. Lahir
4. Apama
5. Pekerjaan
6. Pendidikan

7. Nama Perusahaan

8. Alamat Perusahaan

B.Panduan Pertanyaan
1. Apakah yang menjadi alasan, sehingga Bapak Thendirikan usaha transportasi

ini 7.

2. Berapakah jumlah angkutan kota yang Bapak miliki ?

") Pekerjaan selain pengusaha Angkutan Kota



10.

1.

Berapakah jumlah pemilik kendaraan Angkutan Kota yang turut menjadi

anggota perusahaan Bapak ?

Berapakah jumlah keseluruhan Angkutan Kota yang menggunakan nama

perusahaan Bapak ?
Sudah berapa lama Bapak mengelola usaha transportasi ini ?

Menurut Bapak, bagaimanakali pengértianaSy:irkqh (kerjasama) dalam Islam ?

Apakah Bapak mengetahui sistem bagi hasil |lainnya dalam Islam selain

bentuk Syirkaft (kerjasama) ?

Apakah Bapak ménggunakan sisteém bag hasil tersebut ?

(Jika Ya) Bagaimana Bapak menerapkan siStem bagi hasil tersebut ?

Sudah berapa lama, Bapak menerapkan sistem bagi hasil tersebut ?

Bagaimana dampak sistem bagi hasil tersebut dalam meningkatkan usaha

transportasi yang Bapak kelola ini 7



12. Apakah Bapak mengadakan hubungan kerjasama dengan pihak lain ?

13. (Jika mengadakan kerjasama)

(1). Dengan siapakah Bapak mengelola usaha transportasi ini ?

(2). Apakah Bapak menemui hambatan dalam mengelola usaha transportasi

ini 7

(3). Berapa lamakah Bapak mengadakan” hubungan kerjasama tersebut

dalam mengelola usaha transpontasi ini7?

(4). Bagaimanakah sistem kerjasama yang Bapak terapkan dalam mengelola

usaha tranisportasi ini ?

(5). Menurut Bapak, ‘manfaat apakah yany diperoleh, dari kerjasama dalam

pengelolaan usaha transportasi tersebut 7

(6). Apakah Bapak mengalami kerugian dalam mengeiola usaha transportasi

tersebut ?



(7). Apakah Bapak menemukan kendala (permasalahan) dari kerjasama

dalam usaha transportasi lersebut 7.

(8).Dan jika Bapak menemukan kendala (permasalahan), apakah hal

tersebut mempengaruhi usaha Bapak dalam mengelola transportasi ini ?

14. (Jika Tidak mengadakan kegjasania)
(1). Apakah alasan Bapak untik tidak mengadakan hubungan kerjasama

dalam mengelola usaha transportasi ini ?

(2). Apakah Bapak mendhauakan kendala (permasalahan) dalam mengelola

usalha transportasi ini 7

(3). Apakah Bapak fftenpalami  kerugian dalam mengelola usaha

transportast tersebut ?

(4). Menurut Bapak, manfaat apakah yang diperoleh dari pengelolaan

usaha transportast tersebut ?

(5). Bagaimunakah sistcm pengelolaan usaha transporiasi ini 7
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